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Motto:

Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi
adalah kepunyaan ALLAH? Dan tiada bagimu selain ALLAH
seorang pelindung maupun seorang penolong

( Al- Baqoroh. 107 )

Hendaklah kalian mengajak seseorang pada kebajikan
sekalipun kalian belum mampu melakukannya dan cegalah
orang berbuat jahat sekalipun kalian belum mampu

menghentikaannya

( HR. Abu Hurairah )
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BAB I E
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang semakin maju, pemerintah terus berusaha meningkatkan
pembangunan disegala bidang baik yang rﬁenyangkut pembangunan
material maupun pembangunan immaterial guna menciptakan tatanan
kehidupan ekonomi yang baik yang berdasarkan suatu demokrasi
ekonomi menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang
berlandaskan UUD 1945 dan pancasila, tentunya banyak sekali dana yang
dibutuhkan, sehigga perlu digali dan diolah segala sumber-sumber
penerimaan negara dengan menggunakan segala potensi dan daya kreasi
negara itu sendiri.

Salah satu dana terbesar yang dimiliki oleh negara kita berasal dari
sektor migas, tetapi karena sektor ini merupakan sumber daya yang tidak
dapat diperbaharui, jadi negara berusaha untuk mendapatkan sumber
dana dari sektor lain, salah satunya adalah pajak. Saat ini pajak
merupakan penyumbang dana terbesar dalam APBN dan dapat
diperbaharui, sehingga diharapkan pula mampu mengatur kondisi
ekonomi bangsa, ini sesuai dengan fungsi pajak itu sendiri yaitu fungsi
reguled (fungsi mengatur) dan fungsi budgetair (fungsi pendanaan )- Pajak
negara berasal dari obyek-obyek pajak, diantaranya PPh, PPN,
Penyerahan jasa dan lain-lain.

Sejalan dengan perkembangan negara, maka tumbuhlah instansi-
instansi di Indonesia, yang mana diharapkan dengan bertumbuhnya
instansi tersebut dana untuk pembiayaan pembangunan juga bertambah,

karena dana ini berasal dari investasi instansi dan masyarakat,

= I ————— = -
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pelaksanaan investasi berdasarkan pada kemampuan dan kesanggupan
dari instansi dan masyarakat Indonesia. Pajak yang dibayar ke kas negara
bisa berasal dari orang pribadi dan badan usaha, karena pajak merupakan
perwujudan nyata dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan,
begitu juga dengan investasi baik BUMN, BUMS yang tidak pernah lepas
dari kewajiban perpajakannya, mengingat keduanya sebagai wajib pajak.

Dalam ketentuan Undang-Undang NO.6 Tahun 1994 pasal 3 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatakan bahwa
wajib pajak berkewajiban untuk mengambil sendiri Surat Tagihan Pajak
(STP) di tempat yang telah ditentukan oleh Dircktorat Jendral Pajak,
meskipun kini Kantor Pelayanan Pajak selaku wakil dari Direktorat
Jendral Pajak mengirimkan lewat pos, hal ini semata-mata untuk
meningkatkan efektifitas pelayanan Direktorat Jendral Pajak. Dalam hal
pemungutan pajak, Negara Indonesia memiliki sistem dan corak warna
tersendiri, yaitu Self Assesment System(SAS), sistem ini sangat berbeda
dengan Official Assessmentt System (OAS). Dengan SAS ini Wajib Pajak
harus menghitung, memotong dan melaporkan sendiri pajak yang
terhutang. Sistem perpajakan baru ini memberikan wewenang sangat
besar kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannnya,
tetapi wewenang besar ini disertai tanggungjawab yang makin besar pula.
Wajib pajak dituntut untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi
kewajiban perpajakannnya.

Sistem perpajakan sejak reformasi pertama menganut paham equity
(Keadilan), Simplicity (Kesederhanaan) dan Certainty (Kepastiar).
Diharapkan dengan sistem pajak yang telah menerapakan SAS ini akan
dapat mengubah image wajib pajak yang selama ini selalu berpandangan
negatif terhadap pajak. Perencanaan pajak akan menjadi bagian terpenting
dalem strategi badan usaha. Kepastian dalam ketentuan perpajakan

L]
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membuat bidang pajak menjadi aspek penting dalam management Badan
Usaha.

Tuntutan kepatuhan yang lebih tinggi, tanggungjawab penetapan
pajak sendiri dan kebutuhan yang makin besar dalam perencanaan pajak
mengharuskan Badan Usaha mempunyai pengetahuan yang memadai
tentang peraturan perpajakan. Oleh karena itu setiap Badan Usaha perlu
mempelajari aspek-aspek penting perpajakan, terutama mengenai
kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Badan Usaha sebagai wajib
pajak.

Setiap wajib pajak berkewajiban untuk mematuhi kewajiban-
kewajiban administrasi yang ditentukan Undang-Undang pelanggaran
terhadap ke'entuan dapat mengakibatkan wajib pajak yang bersangkutan
dapat dikenai denda administrasi, bahkan tidak mungkin dikenai denda
kurungan, yaitu bila diperoleh bukti bahwa pelanggaran tersebut
dilekukan dengan sengaja. Beberapa kewajiban administrasi yang perlu
dilakukan oleh wajib pajak adalah pelunasan pajak dan pelaporan pajak.
Dalam hal mendaftarkan diri, Undang-Undang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 2 menyebutkan bahwa setiap wajib
pajak wajib mendaftarkan dirinya pada Direktorat ]end_rallPajak (DJP) dan
kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP
merupakan suatu sarana identifikasi dalam acdministrasi perpajakan,
bahwa wajib pajak tersebut telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak
(KPP). Sebelum memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak sudah
harus mempunyai NPWP. Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri
untuk mendapatkan NPWP, dapat dikenakan sanksi perpajakan, berupa
sanksi pidana.

Alasan pelaksanaan PKN pada Perum Pegadaian Kantor Daerah XI
Jember karena Perum Pegadaian Kantor daerah XI Jember adalah salah
satu BUMN yang ada di j?mber dan merupakan subjek pajak yang telah
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terdaftar sebagai wajib pajak badan dengan diperolehnya Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP ) sebagai identitas wajib pajak , ini sesuai dengan
Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan )
Pasal 2 yang telah disebutkan di atas dan juga Undang-Undang No.16
Tahun 2000 yang berbunyi : “ Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri
pada Kanitor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) “. Pada Pasal 2 ayat (1), dan
pasal 3 ayat (1), BAB Il Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP 516/P]./2000
tanggal 4 Desember 2000, tentang jangka waktu pendaftaran dan
pelaporan kegiatan usaha yang berbunyi sebagai berikut :
Pasai 2 ayat (1)
Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk meraperoleh
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lama 1 bulan setelah saat usaha
mulai dijalankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 8
Pasal 3 ayat (1)
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), (2), (3)
mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak ke
Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal
atau tempat kedudukan Wajib Pajalk

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka kepada seluruh
pegawai Perum Pegadaian, yang penghasilannya telah melebihi PTKP
(Penghasilan Tidak Kena Pajak ) agar mendaftarkan diri untuk
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke Kantor Pelayanan
Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat
kedudukan Wajib Pajak. NPWP tersebut dilaporkan untuk dicatat di unit
organisasi tempat pegawai bekerja. Maka, sesuai dengan Undang-Undang

Perpajakan Perum Pegadaian Kantor Daerah XI Jember mempunyai
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kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan
sendiri besarnya pajak yang terhutang, Oleh karena itu penulis ingin
melaporkan bagaimana pelaksanaan kegiatan perpajakan pada Perum
Pegadaian Kantor Daerah XI Jember, khususnya Pajak Penghasilan yang
dikenakan pada setiap pegawai yang penghasilannya melebihi
Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ), yaitu Pajak Penghasilan pasal 21
atas Pegawai Tetap. Uraian tentang pelaksanaan pemotongan PPh pasal
21 atas pegawai tetap secara rinci akan diuraikan dalam laporan ini sesuai

dengan Self Assesment Systen.

1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN

1.2.1 Tujuan PKN

1. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan
Pendidikan Program D-I11 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan IImu
Politik Universitas Jember.

2. Mengetahui dan mendiskripsikan pelaksanaan pemotongan dan
pembayaran PPh pasal 21 atas pegawai tetap yang ada pada Perum
Pegadaian Kantor Daerah XI Jember.

3. Mengetahui dan memahami secara langsung pemberian tunjangan-
tunjangan yang ada pada Perum Pegadaian Kantor Daerah XI Jember,
serta perhitungan gaji dan pajak yang terhutang oleh setiap pegawai
tetap.

4. Memperoleh gambaran tentang seberapa besar sumbangan pajak
penghasilan pasal 21 yang diberikan Perum pegadaian Kantor Daerah

XI Jember untuk menambah penerimaan negara dalam sektor pajak.

1.2.2 Kegunaan PKN
a. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan
khususnya PPh pasal 21 atas pegawai tetap.
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b. Menambah  referensi  Kepustakaan bagi mahasiswa yang
berkepentingan pada Program D-III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Jember.

c. Bagi instansi : hasil penulisan laporan ini dapat dijadikan masukan

dalam upaya peningkatan penerimaan PPh pasal 21.
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BAB 11
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan Umum Perum Pegadaian Kantor

Daerah XI Jember

Pegadaian sebagai lembaga perkreditan telah lama dikenal di
Indonasia yaitu sejak masa VOC Pada awa]nyé lembaga ini bernama Bank
Van Leening yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
Jendral Van Imhof, tertanggal 20 Agustus 1764 yang berpusat di Jakarta
(Batavia ).

Bank Van Leening, disamping menjalankan fungsinya menjalankan
kredit berdasarkan hukum gadai, juga berfungsi sebagai Bank Wesel.
Bank usaha ini berjalan lancar dan menguntungkan, sehingga
berkembang dengan baik. Namun demikian perkembangan banyak
dipengaruhi kebijakan yang diterapkan oleh panjajah yang berkuasa pada
waktu itu.

Sejak berdirinya, Pegadaian telah mengalami lima masa pemerintahan,
yaitu :

1. Pegadaian pada masa VOC / Balanda (1746-1811).

2. Pegadaian pada masa panjajahan Inggris (1811-1816).

3. Pegadaian pada masa penjajahan Balanda (1816-1942).

4. Pegadaian pada masa panjajahan Jepang (1942-1945).

5. Pegadaian pada masa Kemerdekaan (1945- sekarang ).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1969 Badan

Hukum Pegadaian sebagai Perusahaan negara menjadi perusahaan
jawatan ( Perjan ).Perubahan badan hukum tersebut didasarkan pada
pertimbangan bahwa tingkat perekonomian masyarakat Indonesia pada
waktu itu masih dipandang perlu untuk dibina melalui perusahaan

jawatan.
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Untuk lebih meningkatkan keefektifan dan efisiensi pengelolaan
perusahaan jawatan Pegadaian, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah
No. 10 Tahun 1990 tertanggal 10 April 1990 mengubah bentuk Perusahaan
Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum)
Pegadaian.

Perum Pegadaian Kantor Daerah XI Jember pertama kali didirikan
tahun 1976 dengan nama Kantor Daerah h\ép&kSi (KDI') Jawa Timur
Nusra TII yamg terdiri dari Jawa Timur bagaian Timur, Denpasar,
Kupang dan Mataram. Kantor Daerah Inspeks (KDI) membawahi 58
Kantor cabang yang berlokasi di jalan Samanhudi 47 Jember yang
sekarang Kantor cabang Jember,

Tujuen didirikannya Kantor Daerah Inspeks (KDI) adalah untuk
memperluas daerah operasi dan melayani masyarakat sesuai dengan misi
pegadaian, yaitu mencegah prektek jjon, pegadaian gelap, riba, dan
pinjaman tidak wajar lainnya.

Tahun 1981 Kantor Daerah Inspeks (KDI) Jawa Timur Nusra III
dipisah menjadi Kantor Daerah Inspeks (KDI) IX Jember yang berlokasi di
Jalan Kalimantan 84 Jember, terdiri dari 4 Kantor Daerah Pemeriksa
(KDP), yaitu :

1. Kantor Daerah Pemeriksa (KDP) Jember membawahi 10 Kantor

Cabang.

2. Kantor Daerah Pemeriksa (KDP) Bondowoso membawahi 9 Kantor

Cabang.

3. Kantor Daerah Pemeriksa (KDP) Probolinggo membawahi 9 Kantor

Cabang.

4. Kantor Daerah Pemeriksa (KDP) Pasuruan membawahi 8 Kantor

Cabang.

Dengan berubahnya status perusahaan dari Perusahaan Jawatan (

Perjan ) menjadi Perusahaan umum ( Perum ), Kantor Daerah Inspeksi
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(KDI) IX Jember berubah menjadi Kantor Daerah XI Jember dan Kantor
Daerah Pemeriksa (KDP) ditiadakan.dengan perubahan ini, pusat kendali
menajemen dan operasional berada dibawah Kantor Daerah langsung.
Sebagai lembaga keuangan bukan bank, Perum Pegadaian
memberikan pelayanan jasa pada masyarakat dalam bentuk pemberian

kredit secara cepat dengan prosedur dan persyaratan sederhana atas

dasar hukum gadai.

2.2 Struktur Organisasi

Setiap perusahaan yang masih aktif, dalam malaksanakan kegiatan
usahanya harus menetapkan tugas masing-masing bagaian yang terkait.
Untuk itu diperlukan suatu struktur ( Bagan ) organisasi agar jelas tugas
dari masing-masing bagaian tersebut.

Struktur Organisasi adalah kerangka yang mewujudkan pola tetap
dari hubungan dimana bidang-bidang kerja maupun orang-orang
menunjukkan kedudukan, wewenang, dan tanggungjawab masing-
masing dalam suatu sistem kerjasama.

Demikian juga pada Perum Pegadaian Kantor Daerah XI Jember,
untuk  memperlancar usahanya perusahaan ini membagi tugas,
wewenang dan fungsinya agar dapat terjalin suatu kerjasama yang
seimbang dan selaras antar bagian yang sesuai dengan keadaan dan
kondisi yang ada.

Struktur  Organisasi yang ada pada Perum Pegadaian Kantor
Daerah XI Jember adalah sebagai berikut :
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STRUKTUR ORGANISASI
PERUM PEGADAIAN KANTOR DAERAH XI JEMBER

KEPALA
KANTOR DAERAH
SUBSEKSI HUMAS PEMERIKSA
DAN HUKUM
SEKSI OPERASIONAL SEKSI UMUM
DAN KEUANGAN DAN SDM
SUBSEKSI PEMBUKUAN SUBSEKSI SARANA
DAN VERIFIKASI DAN PRASARANA
SUBSEKSI LAPORAN SUBSEKSI ADMINISTRASI |
DAN STATISTIK DAN KEPEGAWAIAN
SUBSEKSI ANGGARAN SUBSEKSI GAJI DAN
| SUBSEKSI BINA USAHA
DAN PEMASARAN
KANTOR CABANG I
KANTOR CABANG
KANTOR CABANG

Sumber : Perum Pegadaian Kantor Daerah XI Jember
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Dari  struktur organisasi tersebut diatas, maka deskripsi
pekerjaanya sebagai berikut :
1. Kepala Kantor Daerah XI, mempunyai tugas dan wewenang sebagai
berikut :

a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Belanja dan Penerimaan.

b. Menyelenggarakan Pembinaan operasi cabang dan pemasaran
usaha gadai dan usaha lainnya.

€ Menyelenggarakan pengelolaan keuangan, administrasi, dan
pelaporan keuangan perusahaan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya
Manusia serta administrasi kepegawaian dalam rangka
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

e. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian operasional
perusahaan di wilayahnya agar operasional perusahaan berjalan
dengan lancar sesuai dengan tujuan perusahaan.

f. Menyelenggarakan ketatausahaan dan pembangunan serta
perbaikan gadung perkantoran diwilayahnya dalam rangka tertib
administrasi,

g. Mewakili direksi dalam malaksakan kepentingan perusahaan dalam
rangka meningkatkan citra perusahaan.

h. Melaporkan pelaksanaan tugas operasional perusahaan secara
berkala kapada direksi sebagai bahan penyusun program kerja
tahun berikutnya.

2. Subseksi Hukum dan Humas

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran subseksi hukum dan
kehumasan.

b. Melaksanakan, membina, dan mengendalikan informasi dan

publikasi kagiatan perusahaan.
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¢. Menyelenggarakan kegiatan kehumasan, Pameran, sarasehan,
seminar, dan konferensi.

d. Memproses produk hukum dan peraturan atau ketentuan yang
menjadi kewenangan Kantor Daerah.

e. Memproses tuntutan ganti rugi dan penyelesaian masalah hukum
yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan baik dengan pihak
intern atau pihak ekstern. |

f. Malakukan pembinaan dan pengarahan serta penilaian prestasi
kerja pegawai bawahan dalam rangka meningkatkan kualitas
pegawai bawahan.

g Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
pekerjaan segara berkala sebagai bahan penyusunan program kerja
berikutnya

3. Seksi Operasional dan Keuangan

a. Menyiapakan rencana kerja dan anggaran Kantor Daerah dan
membuat RKAP Seksi Operasi dan keuangan sesuai dengan
pedoman penyusunan anggaran penyusunan perusahaan.

b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasional usaha gadai,
menetapkan target omzet penjualan dan pendapatan serta membina
operasional usaha gadai dan usaha lain yang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pendapatan
perusahaan.

. Menyelenggarakan promosi dan pemasaran usaha gadai dan usaha
lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka
meningkatkan pangsa pasar.

d. Menyelenggarakan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan
dokumen keuangan perusahaan sesuai dengan pedoman akutansi

agar pengolahan keuangan secara efektif, efisien dan accountable.

Al
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Merencanakan kebutuhan dan alokasi modal kerja, administrasi dan
laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku dalam
rangka menjamin kelancaran operasional perusahaan.
Menyelenggarakan sistem informasi komputerisasi Kantor Daerah
dalam rangka meningkatkan kualitas palayanan antar daerah.
Menyelenggarakan  pembinaan pegawai  dalam  rangka
meningkatkan disiplin kerja pegawai. |

Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas seksi

operasional dan keuangan.

. Subseksi Pembukuan dan Verifikasi

a.

Menyusun rencana kerja dan anggaran subseksi verifikasi dan
pembukuan sesuai dengan pedoman manual anggaran.
Melaksanakan verifikasi terhadap kebenaran kode perkiraan dan
atau mata anggaran serta keabsahan dan kewajaran transaksi
keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar laporan
keuangan wajar tanpa pengecualian.

Melaksanakan pembukuan dokumen keuangan dan membuat
laporan keuangan perusahaan sestai dengan manual akutansi
perusahaan agar laporan keuangan perusahaan tepat waktu.
Melaksanakan administrasi dan pemeliharaan dokumen keuangan
perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka
tertib administrasi dan pemeliharaan kearsipan perusahaan.
Membina dan mengarahkan tugas pekerjaan bawahan dalam
rangka terciptanya disiplin kerja pegawai.

Laporan pertanggungjawaban tugas pekerjaan sebagai bahan
pertimbangan penyusunan progran kerja berikutnya.
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5. Subseksi Laporan dan Statistik

a.

b.

Menyiapakan rencana kerja dan anggaran subseksi statistik dan
pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan terpadu.
Mengolah data operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku sebagai bahan penyusunan laporan statistik.
Menganalisa data operasional dan mengevaluasi serta menyajikan
statistik perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai
laporan perkembangan perusahaan.

Menyusun laporan pertanggungjawaban  pelaksanaan tugas
pekerjaan sebagai bahan pertimbangan penyusunan program kerja
tahun berikutnya.

6. Subseksi Anggaran dan Perbendaharaan

a.

b.

Menyiapkan bahan penyusunan RKAP Daerah sesuai denah dengan
penyusunan anggaran.

Menghimpun dan mengusulkan kebutuhan arus kas dan bank serta
melaksanakan pembayaran kegiatan operasional, kesejahteraan dan
penghasilan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Membina dan mengarahkan pegawai agar tercipta harmonisasi dan
disiplin kerja pegawai.

Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
pekerjaan sebagai bahan pertimbangan penyusunan program kerja
tahun berikutnya,

7. Subseksi Bina Usaha dan Pem asaran

a.

b.

Menyiapakan rencana kerja dan anggaran subseksi bina usaha dan
pemasaran.
Mengendalikan dan mengavaluasi pelaksanaan operasional usaha

gadai dan usaha lain.
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Merencanakan pembinaan taksiran dan pagu kredit serta
mengambangkan sistem serta prosedur pelayanan usaha gadai dan
usaha lain sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka
meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan.

Menyusan laporan  pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
pekerjaan sebagai bahan perﬁmbangml penyusunan program kerja
tahun berikutnya.

8. Pemeriksa

a.

(D

Menyiapakan rencana program perkunjungan atau pemeriksaan
tahunan sesuai dengan pedoman pemeriksaan.

Mengumpulkan, meneliti, mengkaji, dan menganalisa data yang
berhubungan dengan pelanggaran atau penyimpangan dari
ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan pimpinan
dalam pemeriksaan lebih lanjut dan pengambilan keputusan.
Memeriksa dan menguji taksiran barang jaminan, jumlah barang
Jaminan, uang pinjaman, sewa modal serta kegiatan lain yang
menyangkut masalah palayanan nasabah.

Memeriksa dan menganalisis data ststistik dan perkembangan
perusahaan dibidang kepegawaian, keuangan, sarana dan
prasarana, bangunan serta pelaksanaan tugas lainnya di daerah
sesuai dengan pedoman pemeriksa.

Menyiapkan laporan hasil pemeriksaan atau temuan dan
menyampaikan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang
berlakn sesuai dengan saran sebagai bahan pertimbangan pimpinan
dalam pengambilan keputusan.

Mengkoordinasi pelaksanaan tugas pemeriksaan dalam raigka

kelancaran pelaksanaan tugas pemeriksaan.

Menvusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemeriksaan.

LY
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9. Seksi Umum dan SDM

a.

Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi umum dan Sumber
Daya Manusia agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar dan
terpadu sesuai dengan pedoman penyusunan anggaran.
Menganalisis dan merencanakan kebutuhan SDM baik dengan
jumlah maupun dalam kualifikasi dilingkungan kantor daerah dan
mengusulkan pembinaan pegawai ke kantor pusat.

Merencanakan mutasi, promosi, pendidikan dan pelatihan pegawai
serta kesejahteraan pegawai.

Menyelenggarakan administrasi perkantoran dan penataan surat
atau dokumen,

Mengelola gedung kantor dan pembangunan, perbaikan, perawatan
dan pemeliharaan gedung/bangunan kantor serta melakukan
pengawasan terhadap pelaksanan pembangunan.

Mengkoordinasi pelaksarniaan tugas pekerjaan bawahan pada seksi
umum agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan terarah.
Mengkoordinasi publikasi perusahaan bawahan pada seksi umum
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan terarah.
Mengkoordinasi publikasi perusahaan dan menyelasaikan masalah
yang berkaitan dengan hukum.

Membina dan mengarahkan bawahan pada seksi umum dan SDM
dengan peningkatan disiplin pegawai.

Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pada
seksi umum sebagai bahan penyusun progran kerja pada tahun
berikutnya.

10. Subseksi Sarana dan Prasarana

a. Menyusun RKAP subseksi sarana dan prasarana

b. Melaksanakan dan mengavaluasi kebutuhan sarana dan prasarana

kantor cabang dan kantor daerah

A
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- Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan,
perawatan dan pembangunan gedung serta perkantoran,

d. Menyusun dan menginvestarisasi aset perusahaan.

e. Menyelenggarakan administrasi perkantoran serta penatausahaan

serta dan dokumen perusahaan.

-

Laporan pertanggungjawaban tugas pekerjaan sebagai bahan

pertimbangan penyusunan program kerja berikutnya.

Subseksi Administrasi dan Kepegawaian

a. Menyusun RKAP subseksi administrasi kepegawaian dalam rangka
menyiapkan tenaga operasional kepegawaian.

b. Memproses kebijakan Kepala Kantor Daerah dalam hal rekuitment,
pendidikan dan pelatihan, mutasi dan promosi pegawai serta
kepenunjukan jabatan.

¢. Malakukan prosos evaluasi kerja serta melakukan koordinasi dalam
rangka periilaian prestasi kerja pegawai dan kelompok.

d. Menyelenggarakan administrasi, kepangkatan, kenaikan gaji berkala

pegawai/ pejabat.

(4]

- Memproses hukuman disiplin, pemberhentian, pemensiunan
pegawai.
f. Membimbing bawahan pada subseksi administrasi kepegawaian
dalam rangka peningkatan prestasi kerja pegawai.
g- Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan

pekerjaan secara berkala sebagai bahan penyusunan program kerja

tersebut.

Subseksi Gaji dan Kesejahteraan

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran subseksi gaji dan
kesejahteraan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan terpadu

b. Memproses gaji, tunjangan, potongan penghasilan pegawai untuk
Kantor Daerah dan Kantor Cabang.
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c. Memproses perjalanan dinas dan mengevaluasi
pertanggungjawabannya.

d. Mengurus cuti, JHT dan santunan pegawai.

e. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
pekerjaan sebagai bahan pertimbangan penyusunan program kerja
tahun berikutnya.

13. Kantor Cabang
Kanfor cabang adalah anak cabang dari kantor daerah yang

dibawahinya yang tugasnya menerima jasa gadai.

2.3 Personalia
23.1 Klasifikasi Pegawai

Penempatan para pegawai perusahaan umum Pegadaian Kantor
Daerah XI Jember disesuaikan dengan ketentuan dan kebutuhan masing-

masing seksi, sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut :
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Tabel 1. Perum Pagadaian Kantor Daerah XI Jember
Klasifikasi Pegawai Tahun 2001

1 | Kepala Kantor Daerah 1 orang

2 | Subseksi Hukum dan Humas

a. Pejabat 1 orang

b. Pelaksana 1 orang
3 | Subseksi Pembukuan dan verifikasi

a. .Pejabat 1 orang

b. Pelaksana 6 orang
4 | Subseksi Laporan dan Statistik

a. Pejabat 1 orang

b. Pelaksana 1 orang
5 | Subseksi Anggaran dan Perbendaharaan

a. Pejabat 1 orang

b. Pelaksana 2 orang
6 | Subseksi Bina Usaha dan Pemasaran

a. Pejabat 1 orang

b. Pelaksana 2 orang
7 | Subseksi Pemeriksa

a. Pejabat 1 orang

b. Pelaksana 1 orang
8 | Subseksi Sarana dan Prasarana

a. Pejabat 1 orang

b. Pelaksana 9 orang
9 | Subseksi Kepegawaian

a. Pejabat 1 orang

b. Pelaksana 1 orang
10 | Subseksi Kesejahteraan

a. Pejabat 1 orang

b. Pelaksana 2 orang

LY

Sumber : Perum Pegadaian Kantor Daerah XI Jember
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2.3.2 Jam kerja pegawai
Dalam melakukan ektisitas kerjanya perusahaan umum pegadaian
menggunakan jam kerja yang tidak jauh berbeda dengan kantor-kantor
pada umumnya, yaitu :
a. Pada hari Senin sampai Kamis kerja dimulai pukul 07.30-16.30 dan
jam istirahat pukul 12.00-12.30.
b. Pada hari Jum'at dimulai pukul 07.30-16.30 dan jam istirahat
imkul 17.30-12.30.
c. Hari Sabtu libur.
2.3.3 Sistem Penggajian Pegawai
Sistem penggajian pegawai pada perum pegadaian kantor daerah
XI jember disesuaikan dengan status pegawai, yaitu
1. Pegawai perusahaan umum atau pegawai tetap
Pegawai yang berstatus sebagai perusahaan umum atau pegawai tetap
adalah pegawai yang statusnya tetap. Pembayaran gaji dilakukan oleh
perusahaan sendiri melalui seorang bendaharawan, dalam hal ini
biasanya dilakukan oleh Kepala Kantor Daerah. Besarnya gaji juga
disesuaikan dengan tingkat golongnnya dan mendapatkan tunjangan.
Untuk pegawai tetap yang berhenti atau mengundurkan diri
memperoleh pesangon yang disesuaikan dengan tingkat golongannya.
2. Pegawai tidak tetap atau tanaga kontrak
Adalah pegawai yang bekerja atas perjanjian kontrak dengan
mendapatkan upah perhari dan ditambah tunjangan perusahaan
dimana gaji dihitung harian tetapi dibayarkan bulanan. Pegawai tidak
tetap setelah habis masa kontraknya dapat diperpanjang bila
perusahaan tersebut masih membutuhkannya.Tapi bila perusahaan
tidak membutuhkannya maka kontrak tesebut tidak diperpanjang.
Untuk pegawai berstatus ini bila habis masa kontraknya tidak

memperoleh pesangon. _
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24 Kegiatan Perusahaan
Sifal usaha Perum Pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi
kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan

prinsip pengelolaan perusahaan .

Tujuan Perum Pegadaian yaitu :

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional
pada umumnya, melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum
gadai.

2. Pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak
wajar lainnya.

Dalam wusahanya mewujudkan tujuannya, perum pegadaian
menawarkan empat jasa pelayanan yang dapat digunakan oleh
masyarakat, antara lain :

1. Jasa Titipan
Suatu bentuk pelayanan berupa panyimpanan barang sebagai
penitipan sementara di kantor pagadaian. Jangka waktu penitipan
adalah 2 minggu sampai satu tahun dan dapat diperpanjang lagi bila
perlu.

2. Jasa Taksiran
Jasa taksiran merupakan salah satu produk dari perum pagadaian atau
bertuk pelayanan biasa yang ingin mengetahui kualitas barang
perhiasan yang dimiliki.

3. Jasa Gadai
Produk ini bersifat pinjaman berdasarkan dengan prosedur yang
mudah aman dan cepat serta hampir semua barang bergerak dapat

dijadikan jaminan.
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Jasa gadai meliputi tiga bentuk pelayanan :

a. Pemberian Kredit
Pinjaman atau kredit yang diberikan merupakan jasa yang diberikan
pada pihak lain yang timbul sebagai akibat adanya transaksi gadai.
Para nasabah yang membutuhkan barang pinjaman harus
menyerahkan barang jaminan yang mana penaksir akan melakukan
taksiran untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan
kepa;ia nasabah.

b. Pelunasan Kredit
Yang dimaksud pelunasan kredit adalah penerimaan sejumlah uang
yang berasal dari nasabah sebagai pelunasan atas transaksi gadai yang
diberikan.

c. Pelelangan Barang Jaminan
Lelang barang jaminan merupakan upaya pengembalian pinjaman
yang diberikan karena tidak dilunasinya pinjaman sampai batas jatuh
tempo vang telah ditetapkan. Transaksi lelang meliputi transaksi
penjualan barang jaminan yang telah melewati batas waktu.

d. Galeri 24
Merupakan tempat penjualan perhiasan emas eksklusif yang terjamin
keasliannya dan desainnya. Setiap perhiasan yang dibeli akan dilampiri
sertifikat jaminan, dengan sertifikat tersebut diharapkan masyarakat
merasa yakin bahwa perhiasan yang dibeli adalah asli dan terjamin

kualitasnya.

25 Kegiatan Perbendaharaan
Subseksi perbendaharaan berfungsi menyelenggarakan penerimaan,
penyimpanan dana, melaksanakan pembayaran termasuk pembayaran

gaji dan tunjangan-tunjangan, pengurusan piutang dan kas kredit
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sementara, penyelesaian perhitungan dan pembayaran pajak serta iuran

lainnyan dengan rincian sebagai berikut :

: 8

Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pengadministrasian
uang kas dan bank dikantor daerah.

Menerima rekening koran dan melakukan rekonsiliasi bank.

3. Membuat laporan mengenai transfer dan posisi kas atau bank.

10.
T

Mengirimkan bukti penerimaan dan pengeluaran kepada subseksi
verifikasi dan pembukuan.

Melakukan verifikasi sebelum pembayaran, yaitu memeriksa
kelengkapan tagihan dan mencocokan dengan anggaran yang tersedia.
Melaksanakan pembayaran melalui kas atau bank berdasarkan
persetujuan kapala kantor daerah.

Menyelenggarakan pengurusan piutang dan kas kredit sementara di
kantor daerah dan kantor cabang.

Menyelenggarakan pengurusan pembayaran, pelaporan dan
pengadministrasian pajak-pajak : PPN, PPh, PBB, Tunjangan dan
kesejahteraan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menyelenggarakan perihal iuran wajib, yaitu Taspen, Dana Pensiun,
Askes, Jamsostek dan lain-lain.

Membuat laporan bulanan kegiatan perbendaharan kantor daerah.
Melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB III
PELAKSANAAN PKN . =

? e —

L RITAC

-
[ 4
-
=
ro
-

3.1 Deskripsi pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Pernm Pegadaian Kantor
Daerah XI Jember adalah dengan cara praktek langsung melaksanakan
aktivitas dan membantu mengerjakan tugas yang diberikan seolah-olah
berperan sebagai karyawan perusahaan.

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini diketahui langsung
kegiatan perusahaan, yang diharapkan selain untuk memperoleh data
juga dapat menambah pengalaman, terutama mengenai kegiatan
perpajakan yang terjadi yang berhubungan dengan pelaksanaan
perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan juga pelaporan pajak yang
terhutang,.

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini semua kegiatan yang
dilakukan sesuai dengan petunjuk dan bimbingan dari para karyawan
dan staff bagaian keuangan. Dengan pemberian penjelasan dan
perigarahan tersebut diharapkan dapat terjun langsung dalam bidang
keuangan, khususnya perpajakan.

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata ini berlangsung selama
satu bulan, terhitung mulai 5 maret sampai 5 april 2002.Waktu kegiatan
Praktek Kerja Nyata disesuaikan dengan jam kerja sebagaimana yang
telah dijadwalkan oleh instansi yang bersangkutan.

Adapun penetapan jam kerja dapat ditunjukkan pada tabel berikut
Tabel 2. Jadwal Waktu Magang Perum Pegadaian Kantor Daerah XI

Jember
HARI | JAMKERJA JAM ISTIRAHAT
SENIN-KAMIS | 07.30 12.00-13.00
JUMAT | 07.30 12.00-13.00
SABTU | LIBUR LIBUR

24

I

jranrn

|
|
!
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Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan Praktek Kerja

Nyata setelah mengurus surat izin Praktek Kerja Nyata, antara lain :

1. Perkenalan dengan pimpinan perusahaan beserta staff karyawan
Perum Pegadaian Kantor Daerah XI Jember.

2. Mengadakan observasi atau pengamatan secara langsung diberbagai
kegiatan kantor.

3. Mencari dan meminta petunjuk tentang tugas-tugas yang harus
dilaksanakan.

4. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh instansi yang
bersangkutan sesuai dengan judul laporan yang dipilih, serta tugas
lain yang akan diberikan pada bagian keuangan.

5. Mengumpulkan data-data dengan menggunakan metode-metode
sebagai berikut :

a. Wawancara
Metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab
dengan pihak perusahaan .

b. Observasi
Pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung
terhadap kegiatan perusahaan.

c. Study Literatur
Metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari
literatur-literatur yang berhubungan dengan kegiatan Praktek Kerja
Nyata.

6. Memanfaatkan teori-teori yang relevan dengan judul yang sesuai
dengan bidang ilmu yang menjadi dasar dalam Praktek Kerja Nyata.

7. Konsultasi secara periodik dengan dosen pembimbing,.

8. Menyusun laporan Praktek Kerja Nyata.
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3.1.1 Hasil Pelaksanaan Magang
A. DASAR PERPAJAKAN

1. Pengertian -pengertian

a. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang
(yang dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbal ( kontraprestasi )
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum. (Perpajakan Mardiasmo, Prof.Dr. Rochmat Soemitro,
SH).

b. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekavaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan
nama dan dalam bentuk apapun. (Undang-Undang Perpajakan 1995,
Dr. Mansuri. R ).

c. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas
penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji,
upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama
apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan
seperti yang dinyatakan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak
Penghasilan.

2. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Yang termasuk wajib pajak penghasilan 21 adalah :

1. Pegawai tetap.

2. Pegawai lepas.

3. Penerima pensiun.

4. Penerima honorarium.

5.Penerima upah.
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Yang dimaksud dengan Pegawai adalah setiap orang pribadi yang
melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau
kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk
yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha
milik negara dan badan usaha milik daerah.

Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi
kerja, yang menerima atau memperoleh- gaji dalam jumlah tertentu
secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota
dewan pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut
mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

Pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi
kerja dan hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang
bersangkutan bekerja.

Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang
menerima atau yang memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang
dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya
yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
Penerima honorarium adalah Orang pribadi yang menerima atau
yang memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau
kegiatan yang dilakukannya. Yang dimaksud dengan kegiatan
adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk
mengikuti rapat, sidang, seminar, Workshop, pendidikan,
pertunjukan, dan olahraga.

Penerima upah adalah Orang pribadi yang menerima upah harian,
upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan. Upah harian
adalah upah yang terhutang atau dibayarkan atas dasar jumlah
hari kerja. Upah mingguan adalah upah yang terhutang atau
dibayarkan secara mingguan. Upah borongan adalah upah yang

terhutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaiaan pekerjaan
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tertentu. Upah satuan adalah upah yang terhutang atau yang
dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan.

3. TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
1. Pemotong pajak wajib memotong PPh pasal 21 dan 26 yang
terhutang untuk setiap bulan tagwim.
. Wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 final/PFh pasal
26 final (baik diminta/tidak kecuali untuk pegawai tetap ).
3. Wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 Tahunan (1721 A,

12

1721 A2) bagi pegawai tetap dan penerima pensiun.

4. Dalam pegawai tetap berhenti bekerja/ pensiun dalam tahun pajak,
sehingga 1721 A1/ 1721 A2 harus diberikan oleh pemberi kerja
selambat-lambatnya setelah berhenti/pensiun.

Pelaporan Pajak Badan Usaha sebagai Wajib Pajak mempunyai
kewajiban untuk melaporkan pajak penghasilan yang terhutang dan pajak
penghasilan yang dipungut oleh pihak lain. Pelaporan PPh meliputi
pelunasan, perhitungan, pemungutan dan penyetoran pajak. Pelunasan
pajak diakhir tahun dilaporkan melalui pengisian Surat Pemberitahuan
(SPT) tahunan, sedangkan angsuran PPh dilaporkan melalui SPT massa.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Badan Usaha sebagai wajib
pajak :

a Batas waktu penyampaian SPT tahunan.
SPT Tahunan PPh yang telah diisi secara benar, lengkap, jelas dan
ditandatangani, harus disampaikan tanggal 31 Maret.Bagi Wajib Pajak
yang tahunnya tidak tahun taqwim, SPT PPh harus disampaikan
selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun buku terakhir.
b Tempat penyampaian SPT Tahunan.

SPT Tahunan PPh harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) tempat badan usaha terdaftar/ke Kantor Pelayanan Pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak.
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¢ Cara Penyampaian SPT Tahunan.

1. Disampaikan langsung ke KPP atau Kantor Penyuluhan dan wajib
pajak akan menerima tanda bukti penerimaan.

2. Disampaikan melalui pos tercatat dan tanda bukti serta tanggal
pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.

d Batas Waktu Pelunasan.

Bila terjadi jumlah pajak yang masih harus disetor/dibayar, jumlah

tersebut harus dilunasi :

1. Selambat-lambatnya tanggal 25 Maret bagi wajib pajak yang tahun
pajaknya sama dengan tzhun tagwim.

2. Selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun buku
berakhir bagi wajib pajak yang tahun pajaknya tidak sama dengan
tahun tagwim.

3. Bagi wajib pajak badan usaha tetap (BUT ), selain PPh pasal 29
tersebut harus dilunasi, juga PPh pasal 26, kecuali laba setelah

pajak tersebut ditanamkan di Indonesia sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

4, SANKSI-SANKSI PELANGGARAN PERPAJAKAN

Pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sepanjang
menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi
administrasi. Pelanggaran perpajakan yang menyangkut tindak pidana
perpajakan dikenakan sanksi pidana.Dengan demikian, sanksi perpajakan
dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi
pidana. Sanksi Administrasi bentuknya berupa denda administrasi
ditambah bunga dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana bentuknya

berupa pidana kurungan ( penjara ).
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Denda Administrasi

Apabila SPT Tahunan tidah disampaikan/disampaikan tidak tepat
pada waktunya, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda
sebesar Rp 100.000, pembayaran denda tersebut dilakukan sendiri oleh
Wajib pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ( SSP) sendiri,
terpisah dari SSP untuk pelunasan jumlah pajak yang masik harus
dibayar. |

Bunga

Sanksi Administrasi berupa bunga dikenakan antara lain terhadap
kekurangan pembayaran karena pembetulan SPT Tahunan kemudian
oleh wajib pajak sendiri. Selain itu jika pajak yang terhutang menurut
SPT Tahunan lebih besar daripda pajak yang terhutang menurut
perhitungan sementara pada waktu mengajukan permohonan
perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan, maka atas
selisihnya ( kekurangan pajak harus dibayar ) dikenakan sanksi
adminisirasi berupa bunga 2% sebulan. Pembayaran bunga tersebut
dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak dengan SSP tersendiri
terpisah dari SSP untuk pelunasan jumlah pajak yang masih harus
dibayar.

Kenaikan

Jika SPT ( Surat Pemberitahuan ) tahunan tidak disampaikan dalam
jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran, sehingga
dikeluarkan SKPKB ( Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ) dengan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50 % dari PPh yang
tidak/kurang bayar dalam satu tahun pajak.

4. Sanksi Pidana

a Jika wajib pajak karena alpha tidak menyampaikan SPT
Tahunan/menyampaikan tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap

atau melampirkan keterangan yang tidak benar , sehingga dapat
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menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam pidana
kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya
sebesar 2 kali jumlah pajak yang terhutang/ yang tidak atau kurang
bayar.

b Jika wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT
Tahunan/menyampaikan SPT dan atau keterangan lain yang isinya
tidak benar/tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugiaan
pada negara , diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6
tahun /denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak yang
tidak/kurang bayar.

¢ Jika wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT
Tahunan/menyampaikan SPT dan atau keterangan lain yang isinya
tidak benar/tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian
pada pendapatan negara , diancam dengan pidana penjara selama-
lamanya 4 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumiah pajak
yang tidak atau kurang bayar.

d Jika wajib pajak melakukan percobaan untuk menyampaikan SPT
Tahunan /menyampaikan SPT dan atau keterangan lain yang
isinya tidak benar, tidak lengkap dalam rangka restitusi atau
melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara
selama-lamanya 2 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah
restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh
wajib pajak.

B. Pelaksanaan Pemotongan Dan Pembayaran PPh Pasal 21 Pada Perum
Pagadaian Kantor Daerah XI Jember

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Pelaksanaan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada
Perum Pegadaian Kantor Daerah XI Jember adalah :
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a. Undang-Undang No.16 Tahun 2000 pasal 2 ayat (1) tentang
kewajiban wajib pajak untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak ).

b. Undang-Undang No.10 Tahun 1994 Tentang Obyek PPh pasal 21.

c. Kep Direktorat Jendral Pajak No.Kep-02/ PJ/1995 tanggal 9 Januari
Tahun 1995 tentang cara perhitungan pemotongan PPh pasal 21.

d. Undang-Undang No.17 Tahun 2000, pasal 17 ayat (3), tentarg dasar
perkalian tarif pajak pasal 21.

e. SK Menkeu No.361/KMK.04 /1998 tanggal 28 Juli 1998 tentang faktor
penyesuaian besarnya PTKP ( Penghasilan Tidak Kena Pajak ), yang
berlaku mulai 1 Januari 1999.

f. Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Pasal 7 Ayat (1), (2), (3) tentang
penentuan besarnya PTKP

g. SK Menkeu No. 521/KMK.04 /1998 Tanggal 18 Desember 1993
tentang besarnya Biaya Jabatan/Biaya Pensiun yang dapat
dikurangkan dari penghasilan Bruto pegawai tetap.

h. SK Menkeu No.606/KMK/1994 JO 241/KMK.04/1995 tentang
penentuan jatuh tempo pembayaran dan penyerahan pajak, tempat

pembayaran pajak dan tata cara membayar pajak.

2. Obyek pajak PPh pasal 21 pada Perum Pagadaian Kantor Daerah X1
Jember:

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaiji,
wang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang
lembur, dan tunjangan-tunjangan yamg diberikan pada setiap pegawai
tetap, antara lain :

1 Tunjangan fungsional
Tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada seorang
pegawai tetap berdasarkan fungsi dan keahlian yang dimiliki oleh
pegawai tersebut, contohnya penaksir, penjaga gudang dan kasir.

~
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Tunjangan Perusabaan

Tunjangan yang diberikan oleh pernsahaan kepada seorang
pegawai tetap berdasarkan pangkat dan golongan pegawai
tersebut.

Tunjangan Jabatan

Tunjangan yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai
tetap berdasarkan jabatan yang dipegang oleh pegawai tersebut,
misalnya tunjangan jabatan kepala cabang.

Tunjangan cuti

Tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada seorang
pegawai tetap yang mempunyai dan mengambil hak cutinya setiap
tahun, meliputi Gaji pokok + Tunjangan Keluarga + Tunjangan
Beras.

Tunjangan Beras

Tunjangan yang diberikan perusahaan terhadap seorang pegawai
tetap setiap bulannya berupa beras yang diganti dalam bentuk
vang, yang besarnya dihitung 10 KG beras setiap orangnya
perbulannya.

Tunjangan Istri

Tunjangan yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai
tetap apabila pegawai tersebut sudah beristri, besarnya 10 % dari
gaji pokok.

Tunjangan Anak

Tunjangan yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai
tetap yang mempunyai tanggungan anak, maksimal 3 tanggungan
anak dengan rincian setiap anak besarnya 2 % dari gaji pokok.
Tunjangan Pajak

Tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada setiap pegawai

yang mendapatkan kewajiban untuk membayar pajak, karena

penghasilan nettonya melebihi PTKP, besarnya tunjangan sesuai

dengan pajak terhutang yang dikenakan.
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b. Penghasilan yang diterima atau yang diperoleh secara tidak teratur
berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan
hari raya, tunjangan tahun baru, bonus.

c. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua
(THT ), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.

d. Honorarium.

e. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 Termasuk pula penerimaan
dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun

yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

3. Pemberian Kenikmatan Dalam Bentuk Natura

Dengan banyaknya pertanyaan dari Kanda dan Cabang tentang
perlakuan PPh pasal 21 terhadap bantuan biaya pengobatan rawat inap
rumah sakit yang dikenakan PPh pasal 21 oleh sebagian Kanda dan
sebagian tidak memotong PPh pasal 21. Dalam hal ini perlu dipertegas
bahwa dalam hal pemberian fasilitas pengobatan atau penggantian
biaya pengobatan ( Obat, Rawat dan Inap ) Yang tidak ditanggung atau
diluar tanggungan Askes sebagaimana diatur dalam SE
No0.33/Kp.300323/2000 tanggal 8 November 2000, adalah merupakan
yang tidak termasuk sebagai obyek pajak ( tidak dikenakan potongan
PPh pasal 21 dan tidak dimasukkan dalam daftar penerimaan gaji
pegawai ). Oleh karena pembayaran yang dilakukan perusahaan
walaupun dalam bentuk tunai, tetapi dilakukan kepada pihak ketiga
sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan kepada
pegawai , karyawan atau karyawati dan atau keluarganya hanya dalam
bentuk kenikmatan.
Hal tersebut diatur :

Dalam penjelasan pasal demi pasal, pada pasal 4 ayat (3) huruf (d)

Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, dijelaskan bahwa,
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Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula

dan sebagainya dan imbalan dalam bentuk kenikmatan seperti

mobil, rumah, fasilitas pengobatan dan lain sebagainya, bukan

merupakan obyek pajak.

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 466/KMK.04/2000
tanggal 3 November 2000 pasal (3).

2. Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-03/P].23/1984 tanggal 21
Februari 1984 sebagai berikut :
Butir (2)
Kenikmatan dalam bentuk natura adalah setiap balas jasa yang
diterima atau diperoleh pegawai, karyawan atau karyawati dan
atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja.
Butir (3)
Jadi, apabila pegavai, karyawan atau karyawati mendapatkan
perawatan kesehatan dari suatu rumah sakit dan rumah sakit
tersebut menerima pembayaran langsung dari pemberi kerja ,
maka balas jasa yang diterima pegawai , karyawan atau
karyawati tersebut merupakan kenikmatan yang bukan obyek
pajak penghasilan. Balas jasa tersebut tidak diterima atau
diperoleh dalam bentuk uang tunai oleh pegawai, karyawan
atau karyawati, melainkan diterima dalam bentuk kenikmatan.
Pemberian uang tunai tidak pernah diperoleh oleh pegawai,

karyawan atau karyawati.

4. Cara Perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan Atas Pegawai Tetap Pada

Perum Pagadaian Kantor Daerah XI Jember.

1. Penghasilan bruto (1 bilan ) XXX
2. Potongan yang diperbolehkan Undang-Undang ( XXX)
Penghasilan Netto (1 Bulan) XXX
Penghasilan Netto (1 Tahun ) XXX
3. PTKP (XXX)
PKP XXX

4, PPh 21 = Tarif XPKP
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1. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap,

terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan. Penghasilan netto

sebulan diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan

biaya jabatan, iuran pansiun, iuran THT yang dibayar oleh pegawai.

Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan yang besarnya 5 % dari penghasilan bruto,
setinggi-tingginya Rp1.296.000 setahun atau Rp 108.000 sebulan.
2. a. Penghasilan netto sebulan ini kemudian disetahunkan dengan cara

mengalikan 12.

b. Penghasilan kena pajak dihitung dengan cara mengurangi

penghasilan netto yang telah disetahunkan dengan penghasilan tidak

kena pajak (PTKP). Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP )

tetap mengacu pada keputusan Mentri Keuangan Nomor
361/KMK.04/1998, tangga! 27 Juli 1998 dan Surat Edaran Direktorat
Jendral Pajak Nomor : SE-45/P].43/1998, tanggal 30 Desember 1998

dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, pasal 7 ayat (1), (2) dan

(3) yang besarnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3: Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP ) Wajib Pajak

No |Status Pegawai PTKP Setahun |PTKP Sebulan
1 | Tidak kawin TK Rp 2.880.000 Rp 240.000
2 | Kawin K/0 Rp 4.320.000 Rp 360.000
3 | Kawinanak1 K/1 Rp 5.760.000 Rp 480.000
4 | Kawin anak 2 K/2 Rp 7.200.000 Rp 600.000
5 | Kawinanak3 K/3 Rp 8.640.000 Rp 720.000
6 | Duda/Janda anak 1 D/J0 | Rp 4.320.000 Rp 360.000
7 | Duda/Janda anak2 D/J1 | Rp 5.760.000 Rp 480.000
8 | Duda/Janda anak 3 D/J3 | Rp 7.200.000 Rp 600.000

Sumber ;: KEP MENKEU NO.361/KMK.04/1998
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Untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf (d) Undang-
Undang No.17 Tahun 2000 tentang besarnya Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan
keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang
menjadi tanggungan sepenuhnya dapat tambahan sebesar Rp 1.440.000
per orang setahun, paling banyak 3 orang (maksimum status pajak K/3)
untuk setiap keluarga dan ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada
awal bagian tahun pajak (pasal 7 ayat 2). \

Yang dimaksud dengar ditentukan menurut keadaan wajib pajak pada
awal tahun pajak adalal sebagai berikut : Pada tanggal 1 Januari 2001
Wajib Pajak A berstatus kawin dengan tanggungan satu orang anak,
apabila setelah tanggal 1 Januari 2001 anak yang kedua lahir atau
dilaporkan ada tambahan orang tua, mertua, anak angkat menjadi
tanggungan sepenuhnya, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
yang diberikan kepada Wajib Pajak A untuk tahun pajak 2001 tetap
dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 orang tanggungan anak .
Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya
adalah anggota keluarga yang yang tidak mempunyai penghasilan dan
seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.

Perierapan tambahan anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis
keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah
berdasarkan nama yang terdaftar dalam Kartu Keluarga dan yang
ditegaskan dengan Surat Keterangan dari camat atau serendah-rendahnya
Kelurahan yang menyatakan bahwa tanggungan tersebut tidak
mempunyai penghasilan sebagai pembuktian untuk pihak Fiscus. Surat
Keterangan tersebut sudah harus disampaikan oleh pegawai yang
bersangkutan ke perusahaan, yaitu pegawai Kanda/Cabang melaporkan

kepada Seksi Kepegawaian, dan Subscksi perbendaharaan di Kantor
Daerah. Pegawai Kantor Pusat melaporkan kepada Subdit
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Perbendaharaan, Seksi Gaji, Subseksi Pajak di Kantor Pusat pada setiap
awal tahun, bulan Januari tahun berjalan untuk dimasukkan dalam status
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pajak pegawai sebagai dasar
perhitungan PPh Pasal 21 Pada Program Siaga/Sisdam.

Contoh :

Seorang pegawai yang lercatat berdasarkan data status dalam kartu
pegawai ( gaji) adalah TK, K/0, K/1, K/2 atau K/3 tapi pada kartu pajak
berdasirkan laporan mempunyai tanggungan 1- ( satu ) orang tua
kandung, mertua atau anak angkat yang namanya terdaftar dalam Kartu
Keluarga pegawai yang bersangkutan dan dibuktikan dengan Surat
Keterangan dari Camat atau serendah-rendahnya dari Lurah.

Maka status PTKP dalam perhitungan pajak menjadi sebagai berikut :
Tabel 4 : Besarnya Penghasilan Tidak kena Pajak ( PTKP) apabila
terdapat tambahan tanggungan keluarga

|No|Status Kartu Tambahan | Status W‘PTI(P setahun | PTKP sebulan
Pegawai Keluarga Pajak |
1 | Tidak TK 1 K/0 Rp 4.320.000 | Rp 360.000
Kawin
2 | Kawin K/0 |1 K/1 Rp 5.760.000 | Rp 480.000
3 | Kawin K/1 |1 K/2 Rp 7.200.000 | Rp 600.000
anak 1
4 | Kawin K/2 |1 K/3 Rp 8.640.000 | Rp 720.000
| |anak?2 3 B
5 | Kawin Kf3 |1 K/3 Rp 8.640.000 | Rp 720.000
anak 3
6 |Duda/Jan |D/J1|1 K/1 Rp 5.760.000 | Rp 480.000
da anak 1
7 |Duda/Jan |D/J2 |1 K/2 ’ Rp 7.200.000 | Rp 600.000
da anak 2
8 |Duda/Jan |D/J3 |1 K/3 Rp 8.640.000 | Rp 720.000
da anak 3 |

Sumber : KEP MENKEU NO.361/KMK.04/1998
c. PPh pasal 21 setahun dihitung dengan menggunakan dasar perkalian

tarif pajak penghasilan pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam UU

»
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No.17 Tahun 2000, pasal 17 ayat (3), adalah jumlah penghasilan kena
pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh artinya hasil
prhitungan penghasilan netto dibulatkan kebawah menjadi dalam
ribuan rupiah penuh sebagai dasar perkalian terhadap tarif pajak
secara progresif. Yang dimaksud penghasilan netto adalah
penghasilan bruto setelah dikurangi PTKP, Biaya Jabatan dan Iuran
Pensiun.

d. PPh pasal 21 sebulan diperoleh dengan cara membagi PFPh pasal 21
setahun dengan 12.

3. Pemotongan PPh pasal 21 atas uang lembur dan penghasilan lain yang
sejenis yang diterima atau diperoleh pegawai bersamaan dengan gaji

bulanannya, yaitu dengan menggabungkan pada gaji bulanannya.

5. Tarif Pajak Penghasilan

Untuk pelaksanaan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2000 tangga! 2 Agustus 2000 ( Lembaran Negara
Republik donesia Tahun 2000 Nomor 127 ) yang mulai berlaku sejak
Tarif PPh Pasal 21 yang ditetapkan sejak tanggal 1 Januari 2001 sebagai
perubahan ketiga atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983, yaitu tentang
perubahan tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak begi
Waijib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam negeri yang
dihitung berdasarkan norma perhitungan penghasilan netto menjadi
sebagai berikut :

a. WP Orang Pribadi Dalam Negri
5% dari Rp 25.000.000
10% dari Rp 25.000.000-Rp 50.000.000
15% dari Rp 50.000.000-Rp 100.000.000
25% dari Rp 100.000.000-Rp 200.000.000
35% diatas Rp 200.000.000


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

40

b. WP Badan Dalam Negeri dan BUT
10% dari Rp 25.000.000
15% dari Rp 50.000.000-Rp 100.000.000
35% diatas Rp 100.000.000

6. Aplikasi cara perhitungan PPh pasal 21 pada Perum Pegadaian
Kantor Daerah XI Jember.

Robert imam santoso, S, kawin dan mempunyai 1 (satu ) anak,
Subseksi Bina Usaha dan Pemasaran pada Perum Pegadaian Kantor
Daerah XI Jember memperoleh gaji RP 1.000.000, selain itu ia juga
mendapat tunjangan-tunjangan yang diberikan perusahaan kepadanya
antara lain tunjangan Istri sebesar 10% dari gaji pokok, Tunjangan anak
sebesar 2% dari gaji pokok, Tunjangan perusahaan sebesar RP 250.000,
tunjangan jabatan Rp 170.000, tunjangan beras Rp 120.000, tunjangan
asuransi Rp150.000, dan ia membayar iuran pensiun sebesar 8% dari gaji
pokok+ tunjangan istri + tunjangan anak, ia juga membayar iuran askes
sebesar 35.000
Perhitungan PPh pasal 21

Budi Setiawan ( K/1)
Penghasilan :

Gaji sebulan Rp 1.000.000
T Istri (10%x GP ) Rp 100.000
T.Anak (2%x GP) Rp  20.000
T.Perusahaan Rp 250.000
T.Jabatan Rp 170.000
T.Beras Rp 120.000
T.Asuransi Rp 150.000 +
Penghasilan bruto sebulan Rp 1.810.000
Pengurangan:

1. Biaya jabatan .

5% X Rp 1.810.000 = Rp 90.500
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2. Iuran Pensiun
Gaji pokok =Rp.1.000.000

TunjIstri =
= Rp.1.000.000 x 10%
=Rp. 100.000
Tunjangan Anak =
= Rp.1.000.000 x 2%
= Rp. 20.000
IPensiun =
8% x Rp.1.120.000 = Rp. 89.600
3. 1. Askes Rp 35.000
Rp. 215.100--
Penghasilan netto sebulan Rp. 1.594.900
Penghasilan netto setahun x 12 Rp. 19.138.800
PTKP :
Wajib Pajak Rp 2.880.000
Kawin Rp 1.440.000
1 anak Rp 1.440.000 +
(_Rp 5.760.000)
PKP Setahun Rp 13.378.000
PPh pasal 21 terhutang :
5% XRp13.378.000 = Rp 668.900
PPh pasal 21 Sebulan Rp 668.900
. 12
= Rp55.742

41

PPh pasal 21 sebesar Rp 55.742 tidak dipotongkan pada gaji, karena

ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja, yaitu Perum Pegadaian

Kantor Daerah XI Jember
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Reni istiani ningrum, kasir pada Perum Pegadaian Kantor Daerah XI
Jember belum menikah, mendapatkan gaji sebulan sebesar 800.000 selain
itu ia juga mendapatkan tunjangan-tunjangan antara lain tunjangan
perusahaan 250.000, tunjangan jabatan 150.000, tunjangan beras 50.000,
tunjangan asuransi 100.000, tunjangan fungsional 100.000 selain itu ia juga
membayar iuran pensiun sebesar 8% dari gaji pokok dan iuran askes

30.000 perbulan.

Perhitungan PPh pasal 21 :

Penghasilan :
Gaji Pokok : Rp 800.000
Tunj. Perusahaan Rp 250.000
Tunj. Jabatan Rp 150.000
Tunj. Beras Rp 50.000
Tunj. Fungsional Rp 100.000
Tunj. Asuransi Rp 100.000+

Penghasilan Bruto Sebulan Rp 1.450.000

Pengurangan :

1. B. Jabatan
5% X Rp 1.450.000 =Rp 72.500
2. 1. Pensiun

8% X Rp 800.000 = Rp 64.000

3. 1. Askes Rp 30.000
{Rp__166.500)
Penghasilan netto Sebulan Rp 1.283.500
Penghasilan netto Setahun Rp 15.402.000
PTKP ( TK/-)
WP Sendiri (Rp 2.880.000)

PKP Rp 12.522.000
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Tarif Pajak :

5% X Rp 11.898.000 = Rp 626.100

PPh pasal 21 sebulan Rp 52.175

PPh Pasal 21 sebesar Rp 52.175 ditanggung dan dibayar oleh pemberi
kerja, yaitu Perumn Pegadaian Kantor Daerah XI Jember, maka gaji yang
diterima oleh pegawai tersebut tidak dipotong.

Eko wijatmoko, SE Kepala seksi Umum dan SDM pada Perum
Pegadaian Kantor Daerah X1 Jember dengan status kawin dan mempunyai
3 ( Tiga ) anak memperoleh penghasilan setiap bulannya sebesar 1.500.000.
Selain itu ia juga menerima tunjangan-tunjangan yang diterimanya setiap
bulan antara lain tunj.Perusahaan sebesar 300.000, Tunj.Jabatan 200.000,
Tunj.beras 175.000, Tunj Asuransi 150.000, TunjIstri (10% X GP),
Tunj.Anak (2% X GP ), ia juga membayar Iuran Pensiun (8% X GP ), Iuran
Askes 50.000 yang dibayarkan setiap bulannya.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 :

Penghasilan :
Gaji Pokok Rp 1.500.000
TunjIstri (10 % X GF ) Rp 150.000
Tunj.Anak (2% X GP ) X3 Rp  90.000
Tunj.Perusahaan Rp 300.000
Tunj.Jabatan Rp 200.000
Tunj.Beras Rp 175.000
Tunj.Asuransi Rp 150.000+
Penghasilan Bruto Sebulan Rp 2.565.000
Pengurangan :
1. B.Jabatan
5% X Rp 2.565.000 Rp 128.250
Max Rp 108.600

2. L.Pensiun
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TunjIstri Rp 150.000
Tunj.Anak Rp 90.000+
Rp 1.740.000
Jadi L.Pensiun :
8% X Rp 1.740.000 =Rp 139.200
3. I.Askes Rp 50.000

Penghasilan netto sebulan

Penghasilan netto setahun

PTKP(K/3)
Waijib Pajak Rp 2.880.000
Kawin Rp 1.440.000

Anak ( 3X Rp 1.440.000 ) Rp 4.320.000

PKP

Tarif Pajak Penghasilan :

5% X Rp 18.573.000 = Rp 928.650
pajak penghasilan sebulan Rp 77.388

(Rp  297.200)

Rp 2.267.800
Rp 27.213.600

(Rp__ 8.640.000)

Rp 18.573.000

44

Pajak Penghasilan sebesar Rp 77.388 dibayar dan ditanggung oleh

vemberi kerja, yaitu Perum Pegadaian Kantor Daerah XI Jember.Jadi tidak

dipotongkan pada gaji.

7. Pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima sekali

dalam setahun pada Perum Pegadaian Kantor Daerah XI Jember

Penghasilan jenis ini merupakan penghasilan tidak teratur, sehingga

dalam satu tahun pajak belum tentu diterima /diterima sekali dalam satu

tahur bergantung pada kondisi dan kemampuan perusahaan. Pemberian

penghasilan karyawan jenis ini oleh karyawan sebenarnya merupakan
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insentif, karena karyawan telah memberikan kontribusi yang tidak kecil
bagi keuntungan perusahaan, sehingga perusahaan merasa perlu
memberikan tambahan penghasilan bagi karyawan dalam bentuk
pemberian sekali saja dalam setahun pajak.Termasuk dalam pengertian
penghasilan jenis ini adalah Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, THR,
Tunjangan Tahun Baru, Bonus, Premi dan penghasilan sejenis lainnya.
Berikut Cara Menghitung PPh pasél 21 atas jenis penghasilan tersebut :
1.Terlebih dahulu menghitung PPh pasal 21 atas gaji teratur yang
disetahunkan ditambah THR atau bonus, Jasa Produksi, Tantiem,
Gratifikasi Dsb.
2.Selanjutnya menghitung PPh pasal 21 atas gaji teratur tanpa
penghasilan tersebut yang disetahunkan.
3.Gelisih antara PPh pasal 21 hasil hasil perhitungan pasal (a)
dikurangi hasil perhitungan pasal (b).
Aplikasi pada perhitungannya
Reni istiani ningrum, pada bulan desember memperoleh THR
sebesar Rp 2.000.000
Maka perhitungan Pajak Penghasilan atas THR tersebut adalah
PPh pasal 21 atas Gaji dan THR

Penghasilan :
Gaji Setahun 12 X Rp 800.000 Rp 9.600.000
Tunj.Jabatan 12 X Rp 150.000 Rp 1.800.000
Tunj.Beras 12 X Rp 50.000 Rp 600.000
Tunj.Asuransi 12 X Rp 100.000 Rp 1.200.000
Tunj.Fungsional 12 X Rp 100.000 Rp 1.200.000
Tunj.Perusahaan 12 X Rp 250.000 Rp_ 3.000.000+

Penghasilan bruto teratur Rp 17.400.000
Uang THR . Rp _ 2.000.000+

Penghasilan Bruto Setahun Rp 19.400.000
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Pengurangan
1. B.Jabatan
5% X Rp 17.400.000 Rp 870.000
2. [.LPensiun
8% X Rp 9.600.000 Rp 768.000
5. lLAskes
12 X Rp 30.000 Rp 360.000

Penghasilan netto setahun
PTKP (K/-)
Wajib pajak
PKP

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji dan THR :

5% X Rp 14.522.000 =Rp 726.100
PPh pasal 21 atas THR adalah

Rp 726.100 - Rp 626.100 = Rp 100.000

46

(Rp 1.998.000)
Rp 17.402.000

(Rp_2.880.000)
Rp 14.522.000

PPh atas THR sebesar Rp 100.000 tidak dipotongkan pada gaji, karena

dibayar oleh pemberi kerja yaitu Perum Pegadaian Kantcr Daerah XI

Jember.
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Prosedur Pembayaran Pajak Bulanan pada Perum Pegadaian Kantor

Daerah XI Jember

PETUGAS ADMINISTRASI KEPALA CABANG

PETUGAS ADMINISTRASI

DAFTAR
PERHITUNGAN
PPh.21

S8P
BULANAN

SSP
BULANAN PERIKSA  DAN

TANDA TANGAN

sSSP

KANTOR
PELAYANAN
PAJAK

DISAHKAN I

Keterangan :

SSP  : Surat Setoran Pajak
SPT : Surat Pemberitahuan
BT  : Bank Transfer i
BKr : Bukti Kredit

Sumber : Perum Pegadaaian Kantor Daerah XI Jember

.
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Keterangan Bagan Prosedur Pembayaran Pajak Bulanan Pada Perum

Pegadaian Kantor Daerah XI Jember

1. Menerima perhitungan pajak yang harus dibayarkan untuk bulan yang
bersangkutan dari Kantor Daerah, untuk jenis PPh pasal 21.

2. Mencatat jumlah pajak yang akan dibayarkan dalam register sesuai
dengan jenis pajak/kelompok mata anggaran dan mengisi SSP

3. Atas dasar perhitungannya dibuat Bank Kredit (BKr ) dan Cek/Bilyet
Giro.

4. Mengirimkan Bank Kredit, serta Cek/Bilyet Giro, SSP dan SPT masa
kepada Kepala Cabang untuk meminta persetujuan pembayaran.

Pelaksana : Petugas Administrasi

5. Memeriksa keabsahan seluruh dokuman yang diterima dari petugas
administrasi dan menverahkan kembali kepada petugas administrasi

setelah ditandatangani untuk diteruskan ke Bank.
Pelaksana : Kepala Cabang

6. Menerima semua dokumen dari kepala cabang, kemudian menyetor
Cek/ BG ke Bank.

7. Menyampaikan SPT dan SSP masa kepada Kantor Pelayanan Pajak
setempat.

8. Menyiapkan dan mengirim lembar SSP Lembar 1 dan SPT Lembar 2,
BT dan BK kepada Kantor Daerah sebagai bukti pembayaran pajak
bulanan.

9. SSP Lembar 2, SPT massa Lembar 1, Cepy BT dan BK dicatat pada buku
Bank dan mengarsipkan semua copy dokumen untuk Kantor Cabang.

Pelaksana : Petugas Administrasi
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Perhitungan dan Pembayaran PPh. Ps.21 Tahunan
serta Penyampaian SPT

F KANDA/KAPERDA KACAB PETUGAS ADMINISTRASI |

BERKAS BERKAS BERKAS
PAJAK PAJAK PAJAK
= /_'—
Ssp _ SSp
KKr

TANDA TANGAN
SSP
[ KANTOR PA] AK ﬂ U
KKr
Y 1
BUKTI
SETOR

KANTOR
PUSAT

KANDA/
KANPERDA

Sumber : Perum Pegadaian Kantor Daerah X1
Jember
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Keterangan bagan perhitungan dan pembayaran PPh pasal 21 tahunan

serta penyampaian SPT Pada Perum Pegadaian Kantor Daerah XI

Jember

2

Menerima berkas dari Kanda / Kanperda ( Subseksi Perbendaharaan/
Keuangan ), yaitu perhitungan SPT Tahunan PPh pasal 21 kurang bayar

dan formulir 1721-A1 untuk masing-masing regawai cabang.

. Atas dasar perhitungan tersebut Kepala Cabang memerintahkan

kepada Petugas Administrasi untuk mengisi SSP PPh pasal 29 (21),
formulir 1721 (Induk ) dan formulir 1721A (Rekap ) yang dapat diambil
Pada Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Pelaksana : Kepala Cabang

. Menerima formulir 1721-A1 dan mengisi ~ SSP PPh pasal 29 ( 21),

formulir 1721 dan formulir 1721 A serta membuatkan Kas Kredit (KKr)
sesuai dengan yang tertera pada SSP selanjutnya menyerahkan kembali
kapada Kepala Cabang untuk ditandatangani.

Pelaksana : Petugas Administrasi

. Menerima/memeriksa dan menandatangani berkas tersebut jika sudah

cocok/benar, selanjutnya menyerahkan kembali kapada Petugas
Administrasi untuk diselesaiakan .

Pelaksana : Kepala Cabang

. Menerima berkas yang telah ditandatangani dan mencatat pada buku

kas pengaluaran, selanjutnya menyetorkan ke Kantor Kas Negara dan
melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat

tanggal 25 maret tahun berikutnya.

. Mengcopy berkas tersebut untuk laporan ke Kantor Daerah dan untuk

Kantor Pusat ialah Tanda Terima SPT Tahunan lembar 1, SSP lembar 3,
SPT Tahunan PPh pasal 21 1721 dan 1721A, sedangkan aslinya untuk
Kantor Cabang.

Pelaksana : Petugas Administrasi.

LY
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3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Perum Pegadaian Kantor Daerah XI
Jember Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajaknnya

Salah satu jenis pajak yang dihadapi perusahaan atau wajib pajak
badan adalah PPh pasal 21.Perusahaan atau badan selaku pemberi kerja
yang memberikan imbalan atau penghasilan kepada karyawan
mempunyai kewajiban memungut PPh pasal 21 dari karyawannya.

Perum Pegadaian Kantor Daerah XI Jember merupakan salah satu
BUMN- yang ada di Jember, yang mempunyai kewajiban untuk
memungut PPh pasal 21 yang terhutang atas pegawainya. Untuk dapat
melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satunya yaitu memungut
PPh pasal 21 atas setiap pegawai yang penghasilan nettonya melebihi
PTKP, Perum Pegadaian Kantor Daerah XI Jember juga telah
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP
(Nomor Pokok Wajib Pajak ), Terbukti talah diperolehnya NPWP dengan
nomor 01.001.668.1-626 yang pada tanggal 1 April 2001 sesuai dengan
pasal 1 angka 1 Keputusan Dewan Jendral Pajak No: KEP-161/P]/2001
tanggal 21 Februari 2001 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan
kegiatan usaha, tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWF, serta
pengukuhan dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak, perlu dilakukan
pengaturan kembali jumlah angka pada NPWP, sehingga NPWP Perum
Pegadaian Kantor Daerah X! Jember berubah menjadi 01.001.668.1-
626.001.

Sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang
diterima oleh pegawainya Perum Pegadaian Kantor Daerah XI Jember
telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar,
sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan Undang-Undang yang
berlaku pada saat ini, baik dalam perhitungan, pemotongan, pengisian

SPT, penyetoran dan juga pelaporannya.
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Dalam pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai tetap,
besarnya pajak yang terhutang atas setiap pegawai dihitung oleh
bendaharawan perusahaan, yaitu berdasarkan penghasilan netto yang
dikurangi dengan PTKP dan hasilnya dikalikan dengan tarif pajak yang
berlaku. Besarnya pajak yang terhutang oleh setiap pegawai
dibayar/ditanggung seluruhnya oleh Perum Pegadaian sehingga tidak
dipotongkan dengan gaji yang diterima. Setelah masing-masing pajak
yang terhutang dihitung, maka bendaharawan perusahaan akan
membayarkan jumlah pajak yang terhutang secara keseluruhan atas setiap
pegawai tetapnya.

Pembayaran atau penyetoran pajak akan disetorkan ke kas negara
melalui Kantor Pos dan Giro, serta Bank Persepsi dengan menggunakan
SSP (Surat Setoran Pajak ) yang akan disetorkan tanggal 10 bulan takwim
berikutnya atau setelah masa pajak berakhir, selain itu Perum Pegadaian
Kantor Daerah XI Jember juga melakukan pengisian SPT tahunan yang
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang
terhutang dalam satu tahun pajak atas pegawai tetapnya yarg akan
dilaporkan tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Perum Pegadaiar Kantor
Daerah XI Jember telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik,
sehingga dapat membantu dalam menambah penghasilan negara,
khususnya pada sektor pajak, guna pembangunan nasional menuju
masyarakal yang adil dan makmur.
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PENUTUP

Dengan diberlakukannya PPh pasal 21 atas pegawai tetap pada Perum

Pegadaian Kantor Daerah XI Jember, maka dapat disimpulkan bahwa:

9

Gaji dan upah yang diterima karyawan merupakan obyek PPh sesuai
ketentuan Undang-Undang PPh pasal 21. Dalam hal ini yang menjadi
subyek pajak adalah Karyawan Perum Pegadaian Kantor Daerah XI
Jember, karena merekalah vang mendapatkan penghasilan. Namun
dalam sistem penggajian atau pengupahan, PPh tadi dapat ditanggung
oleh perusahaan seluruhnya atau dibayar/ ditanggung oleh karyawan
itu sendiri atau sebagian ditanggung oleh perusahaan dan sebagian
ditanggung oleh karyawan. Oleh karena itu, pada waktu mengadakan
perjanjian kerja, sebelum karyawan yang bersangkutan diterima
sebagai pegawai, masalah siapa yang akan menanggung pajak PPh
perlu disebutkan dengan jelas.

Semua imbalan yang diterima karyawan Perum Pegadaian Kantor
Daerah XI Jember dalam bentuk natura/kenikmatan lainnya adalah
bukan penghasilan karyawan (bukan obyek Pajak Penghasilan pasal
21) dan bukan beban bagi perusahaan/pemberi kerja, yaitu Perum
Pegadaian Kantor X1 Jember.

Perusahaan sebagai pemberi kerja wajib menghitung, memotong dan
menyetor FPh karyawan vang terhutang. Ini sesuai dengan ketentuan
pasal 21 Undang-Undang PPh Tahun 1994.Kewajiban tersebut berlaku
untuk setiap bulan tagwim pajak. Pajak yang dipotong harus disetor
ke kas negara, selambat-lambatnya pada bulan berikutnya. Sementara
itu pemotongan dan penyetoran tersebut harus dilaporkan ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan
berikutnya.

53
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4. Perum Pegadaian Kantor Daerah XI Jember dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya sesuai dengan sistem self assissment, yaitu
dengan cara menghitung, memotong dan menyetorkan/melaporkan
sendiri jumlah PPh pasal 21 yang terhutang pada setiap pegawainya.

. Perum Pegadaian Kantor Daerah Xl Jember dalam menghitung
besarnya PPh pasal 21 atas pegawainya dengan menggunakan tarif
pajak progresif sesuai dengan besarnya penghasilan Wajib Pajak, maka
semakin besar Penghasilan Kena Pajak (PKP), maka semakin besar
pula tarif pajak yang dikenakan

. Penghasilan pegawai pada Perum Pegadaian Kantor Daerah XI Jember
tidak dipotong oleh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya,
karena semua pajak penghasilan yang terhutang atas setiap pegawai
tetap ditanggung oleh Perum Pegadaian Kantor Daerah XI Jember.

. Perhitungan PPh pasal 21 Perum Pegadaian Kantor XI Jember
dilaksanakan secara rutin setiap bulannya dan langsung
disetor/dibayarkan oleh bendaharawan perusahaan yang ditunjuk ke
Bank BNI dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan
melaporkan perhitungan PPh pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak
(KPP} dengan menggunakan SPT massa beserta formulir 1721 sesuai
dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (sebelum tanggal 10
bulan berikutya) dan tidak pernah terlambat.

. Perubahan pada jumlah pajak penghasilan yang terhutang pada
Perum Pegadaian Kantor Daerah XI Jember pada setiap bulannya bisa
mengalami kenaikan ataupun penurunarn , ini bukan disebabkan
karena perum pegadaian kantor daerah XI Jember tidak membayar
PPh yang terhutangnya dengan baik, tetapi karena disebabkan adanya
mutasi/pemindahan pegawai baik yang keluar ataupun yang masuk.
Ini bisa mengakibatkan perubahan besarnya PPh pasal 21 atas pegawai
tetapnya.
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Dengan terselesaikannya penyusunar laporan ini, penulis
mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu
dalam penyelesaian penyusunan laporan ini, saran dan kritik yang
membangun dari para pembaca sangat diharapkan demi perbaikan
laporan ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dalam
penyusunan laporan ini, semoga laporan akhir ini bermanfaat bagi pihak

pembaca dan penulis sendiri.
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LAMPIRAR 1

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER '

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan - Kampus Tegalboro, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. (0331 - 335586 Jember 68121
N };'m.:aﬂ__: ]'}‘J'l-jli{ffr_‘f @ jeruber; wacanrara.ner.id Telp. (0331) 332736

tar ;397 J125.1.2/PP.9/2002 Jember, 30 Januari 2002
il : Permohonan Tempat Magang
wa Wth  Kepala Kantor Perum Pegadaian Jember

“J1. Kalimantan No. 8¢
di

lember

Dengan hormat;

Dalam rangka mengembangkan wawasan praltis mahasiswa Program Studi D-II
Perpajakan Jurusan Imu Administrasi Falmitas Tmu Sosizl dan Tlmn Politik
Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telzh menyeleéaikan minimal 100
SESS diwajibkan untult mengilaiti kegiatan magang.

Sehubungan depgan hal fersebut kami mengharap kesediaan Bapak memberikan
kesernpatan kegiatan magang mahasiswa pada Perurn Pegadaian Jember.

Adapun nama mahasiswa. yang akan mengikuti kegiatan magang tersebut sebagai

barilul.
Ng Nama NIM
1. | Resfita Sarie 99 -1121
2. | Urnmu Naharoh 99 - 1051
3. | Anita Yuniawati 99 - 1009.

Deseikian permohonan kami atas bartuan dan kerjasama yang baik karai ucapkan
terima kasih. i

ljo, MA
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LAMPIRAN 2

PEGADAIAN ' s
Nomor : 36 /Sp.4-11.004/2002 Jember, 28 Februari 2002
Lampiran --
Perihal : Praktek Kerja Nyata
‘ Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Di
Jember
} Memperhatikan surat Saudara nomor : 347/1.25.1.2/PP 9/2002 tanggal
30 Januari 2002, perihal Kesediaan tempat Paktek Kerja Nyata ( Magang ) ,
dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat memberikan ijin PKN kepada
Mahasiswa Saudara :
1. RESFITASARI NIM. 99 - 1121
2. UMMLU NAHAROH NIM. 99 - 1051 -
3. ANITA YIJNIAWATI . NIM. 99 - 1009

Adapun Pelaksanaan PKN selama 1 ( satu ) bulan terhitung mulai tanggal
5 Maret 2002 s.d. tanggal 5 April 2002, di Kantor Daerah XI Perum Pegadaiar.
Jernber ( Seksi OPP/Keuangan ).

Selama menjalankan PKN, kepada Mahasiswa yang bersangkutan wajib
mematuhi ketentuan yang berlaku di Perum Pegadaian, dan setelah selesai
menjalankan PKN wajib melapor dan menyerahkan laporan PKN sebanyak satu
Eksemplar ke Kanda XI Perum Pegadaian Jember

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih atas kepercayaan dan
kerjasamanya.

a.n. Kepala Kantor Daerah XI
Kasubsi HdKum & Humas
s
4#:.-)“ OA_EF.‘;" \-/\_/\/'/-\j
7
w8 ESARIEF HARDANTO
IK. 060052144
Tembusan :

1. Yth. Kasi OPP/ Keuangan Kaiida X~ Jember,
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

LY

Perum Pegadaian - Kantor Daerah Xl Jember
Ji. Kalimantan No. 84 Jember 68121 Telp. (0331) 337356, 335890, 331773 Fax. (0331) 334450
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LAMPIRAN 4

DAFTAR KEGIATAN
PRAKTEK KERJA NYATA
PADA PERUM PEGADAIAN KANTOR DAERAH XI JEMBER

NAMA . ANITA YUNIWATI

NIM - 990903101009

JURUSAN - ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM : DIPLOMA IIl PERPAJAKAN

NO TANGGAL KEGIATAN
1 2 3

01 | 5 Maret 2002 | Perkenalan dengan Pimpinan dan para Karyawan

Perum Pegadaian Kantor Daerah XTI Jember

02 | 6 Maret 2002 | Menerima Penjelasan tentang gambaran umum
karyawan atau pegawai Perum Pegadaian Kantor
Daerah XI Jember

03 | 7 Maret 2002 - Menerima penjelasan tentang cara
memverifikasi

- - Membantu mengecek mata anggaran

04 | 8 Maret 2002 - Senam Pagi bersama staf & karyawan perum
pegadaian Kantor Daerah XI Jember
- Membantu mengentry General Ledger

05 | 11 Maret 2002 | Membantu memverifikasi Laporan harian kas dari

cabang

06 | 13 Maret 2002 | Menerima penjelasan tentang pembayaran pajak

07 | 14 Maret 2002 | Menerima penjelasan tentang formulir-formulir yang

| berkaitan dengan perpajakan

08 | 18 Maret 2002 | Membantu memverifikasi Laporan harian kas dari

cabang
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19 Maret 2002

Membantu mengentry General Ledger

10 | 20 Maret 2002 | Membantu mengentry General Ledger

11 | 21 Maret 2002 | Membantu memvalidasi buku kas

12 | 22 Maret 2002 | Melakukan kegiatan jalan sehat dalam rangka
peringatan Hari Ulang Tahun Ke-101 Perum
Pegadaian Jember

13 | 25 Maret 2002 | Membantu memverifikasi Laporan harian kas dari

; cabang

14 | 26 Maret 2002 | Membantu mengentry General Ledger

15 | 27 Maret 2002 | Membantu memvalidasi buku kas

16 | 28 Maret 2002 Kdnsultasi untuk minta penjelasan tentang
pemotongan PPh pasal 21

17 | 1 April 2002 Memperingati Hari Ulang Tahun ke-101 Perum
Pegadaian

18 |2 April 2002 Mengumpulkan semua data penting yang akan
digunakan sebagai bahan Laporan Kerja Nyata

19 | 4 April 2002 Konsultasi untuk minta penjelasan tentang
pemotongan & penyetoran pajak penghasilan pasal
21

20 | 5 April 2002 Pelepasan Praktek Kerja Nyata dari Perum Pegadain

Kantor Daerah XI Jember

Jember, April 2002
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Ji. Kalimanizn Kampus Bumi Tegal Boto Jember Telp. (3331) 335586-331342,

LAMPIRAN 6

Fay. (0331) 335586 Jember 68121 i - Fisipuuej @ jeniher. wasantara net.id

DAFTAR KEGIATAN KC NSULTASI/ BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

PROGRAM STUDI: DIPLOMA YT PERPAJAKAN / PARIWISATA

Nama Mahasiswa

Nomor induk Mahasiswa

Alamai Mahasiswa

Jurusas

Program Studi

Jus

ul Liaporan Akhir

ANITA YURIWATI

990903101009

e e T B S e e o e e

B-III PERPAJAKAN

D-III PERPAJAKAR

PELAKSANAAN PEMOTORGAN. DAN PEMBAYARAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 APAS PEGAWAI TETAP PADA PERUM

PEGADAIAN KESTOR DA

ERAH XI JEMBER

= i e

Dasen Pembimabing

Drs. RK WIJADI, SU

—- - -
No Hari'Tanggal Jam Uraizn Kegiatan ;I’l‘:d Pemb/Ass.
| Celasa, 23 apl 2002] 10.15 | Acc Tudul \agoran i. ]
2 | kamis | @ o6 g002) 9930 Fevist Qag 1,1 \L él(
3 fams , 23 ™el %002| ©9 - 30 Pevisi  Bal ﬁ &— \\
4 | Jomat , 24 el 20z| 08.30 | Ac Bap 1,0 0 W P %‘
Calatan

1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi

______ AL I
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DIREKTORAT JE’NDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH -

1 LAMPIRAN 7
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.- ——

Facsimile : -

BUKTI PEN ERIMAAN SURAT

N.P.W.P

No. P.K.P

. Ms/Thn Pajak = -
seal =4 fJdumlah Getar. R S e

| 1o .| ok ok e g e | # AT RS
Tamaoial Plas il Fod LA R T

PoIP 3.16 - 96
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAMPIRAN 7
KANTOR WILAYAH N\ A T &R
KANTOR PELAYANAN PAJAK TEMBER

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT
Nomar B-3B707WFJ .02 /KF . 1706 /MSF21 /2001

| FENYAMEAIAN SPT MASA PPh Fasal 21 (Lap.ke-3)

. PRMPEGADATAN KANTOR DAERAH XT1IDI JEMBE NPWP | i 1-001.668.1-626
JL.KALIMANTAN O .84 No. PK.P :

JEMBER Ms/Thn Pajak : FEEB 2001
PRR Fagal 21 (Jumlah Fetor: Rp.4.947.122:=)

Tanoogael Masulk SFT ¢ 1P-MAR-Z0O01
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DEPARTEMEN KEUAMGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAMHIRAN 7

KANTORWILAYANS | | ¢\ J AW TV MUR

ICANTOR PELAYANAN PAJAK  JE1BER

| 487567487845 Facsimiie : 336344

BUKTI PENERIMAAN SURAT ‘
Nomor &~ 1730/ WFd . 05/KP.1706/M8P21 /2001
FENYAMFATAN SFT MASA FFh Fasal 21
FRMFEGADATAN KANTOR DAERAH XTITIDID JEMBE — NPWP . 1.001.4668.1-626

JL . KALIMANTAN NO .84 No. PP
JEMRER Ms/Thn Pajak : JAN 2001,

FER Pasal 21 (Jumlah Setor: Rp.4,373,476,-)

jak
Tangoal Masuk SFT £ O7~FER-2001 *QE"“B‘" ;
‘ CAFEB-2001
U
a,
P 3.16 - 96 NIP
-
i’
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. ' LAMPIRAN 8

DETARTEMEN KEUANGAN  REPUBLIK/ INDONESIA Lembar ke-1| untuk .- Kantor P:layanan Pajak
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK " Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai yang telah dipotong dan disetor untuk
masa bulan .. .YENARL.................. tahun ..2001........... adalah sebesar Rp. .#.375.4476,00..................

(lnpa:t..;1uta..ti@..rams..tujnh..puhm.lim.rihu.snpat.ratua..tu;juh.pulu.h.anam.m;pian
' dengan perincian penjelasan sebagai berikut - :

' A. PPh Pasal 21 dan.Pasal 26 yang telzh dipotong :
Golongzn Pegawai Jumlaﬁ Pegawai Jumlah Penghasilan Brutn PPh yang dipotong
(1) (2) (3) 4
I. Pegawal Tetap = 7 | .ciicenns BV, it Rp.....5T824aT00s=... | Rp.....4..292..749,~...
2. Mantan Pegawai y.ng
menerima Jasa Produk-
si Tantiem, Gratifikasi
dai Bomi@l | | b lecirensin e N BB, ol vesinniny el e waais oo A R 1 R
3. Pensiunan dan Peneri-
ma Pembayaran ber-
XAty | i s : ) A o RP. oviscd i saanin
§ | 4. Pegawaj Hérian! f
Mingguan L L L sessassansesnmasessaninyne 2 R L e B e 2 e
i( 5. Pegawai Satuan = | ..cceceiiiinineeeienn, IRIYi v e i g kv s sl BY: hieiasiassssissnsasins
: 6. Pegawal Borongallhk = | .....cccoveieienenmnesiin B s Ve et e e » sl e s R Ll daad fiianninie
7. Pegawai Honorer | ............. - Rp. e 0109 +100,= . Rp. ..co..... 840427 =...
8. Pencrima Honorarium | ............ccccuvvennnen. T B 'ar"‘"'"_ ...... F Rp.‘ R e
9. Penarikan Iuran Dana SEainen "1
Pensiun pacda Dana o TR IR !
15,5731 T (e s S| BTN S e, o KD Casewn pasewreisgrptossenss RpJ
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONIISIA Lembar-ke-l’ untuk |;-Kantor Pelayanan Fajak
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pclayanan Pajak

S S G g e e

s s
EMBERITAHUAN

4 ,:”'

T ERE R A

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai yang telah dipotong dan disetor untuk
masa bulan .......... Mavet.............. tahun ..2001%........... adalah scbesar Rp. . 4034202900 ...

(Bupst. Juta.filgs. ratus empst. puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rph,)

dengan perincian penjelasan sebagai berikut :

A. PPh Pusal 21 dan Pasal 26 yang telan dipotong :

Golongan Pegawui Jumiah Pegawai Jumlah Penghasilan Bruto PPh yang dipotong
(1) (2) (3) (4)
1. Pegavnai Teiap VA .. & 40 ... Rp. ...27 2029.4000,=..... Rp. 40274 4830= ...

2. Mantan Pegawai yang
menerima Jasa Produk-
si- Tantiem, Gratifikasi

danBonna B | | cesiassse@@unge e ois BP: e vealtiueis i yascamimess RE. <o einvosinn s R8s a5 S0 a0s
3. Pensiunan dan Peneri-

ma. Pembayaran ber-

Kala lainnya | | 000 [ seeesesmsensmamvesessesses RPL svsms s swssagois e se sasvess RP: ccuinnsschishbevesaornersnss
4. Pegawai Harian/ 4 ,

Mmpgian - T\ st B0 b asieivee T T o BV o O ot W BT
5. Pegawai Satuan | .ot e e e o R e Sl o s amTERs
6. Pegawai Borongan B e e T A ot TR, i s s V4V P T by e BDL W s it

1.721.500,= 8 ,361,=

7. Pegawai Honorer | ..o 5 ............... Riereviiiis '7°5' ....... Rol A.... 3' ...... N hinrs

8. Pencrima Honorariti B o ceecviaues vanimasss o

9. Pcnarikan luran Dana
Pensiun pada Dana
Pepeiny  F cesenmessenniisisamaseres
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B. PPh Pasal 21 yaung dipotong final :

Golongan Penghasilan Jumlah Pegavrai Jumlah Penghasilan Bruto PPh yung dipotong

b (1) (2) (3) @

| 1. Penerima Uang Pesang-
f on, Uang Tebusan Pen-
siun, Tunjangan Haii

Tua/Tabungan Hari Tua
yang di bayarkan scka-
‘igns, dan Hadiah atau
Penghargaan Perlomba-
A e R e b R e S T I e L3 A e oy

2. Petugas Dinas Luar
Asuransi dan Petugas
Petugas Barang yang
menerima Komisi | ...ocovneee U P RO viiiawazanns e o can ORI i ey

3. Pejabat Negara, Pega-
wai Negeri Sipil, Ang-
gota ABRI dan Pensi-
unan yang menerima

, Honorarium dan Im- - i
- balan lain yang dibe-
' bankan kepada Keuang- ,
. an Negara/Paerah | ..oocienee Yot B 170 SOOI, -0« f. = BPFP B BE: voivinseistin, e s et sk
| JUMLAH B ecsaencins Sl A« | A - P

C. Lampiran :

1. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
2. Lembar ke- 3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26)
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebanyak .......... (Grisnsisnisssaits s wonsasse ) lembar.

D. Pernyataan :
Bersama ini saya menyatakan bahwa peraberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal, .........ccocoiiinnes 11—
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LAMPIRAN 9

DEPARTEMEN KEUANGAN R.L > ol =
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SURAT\SETORANPAJAK lemear |1

KANTOR PELAYANAN PAJAK S S P
Untuk arsip WP

JEMBER

Wl .~ o

fi:lF‘WF" - m—ﬁlol 1j—! 6| 6|8 I-—-m-——] 6| 2|6| diisi sesuai kartu NPWP

hlama wp . KANDOR DANRAH XI PURUL PUGADATAN JLIEBER

...............................................................................................................................

A alimonte 2mbexr
Namat WP - JLe Tslimanban B4 JRMDOT i ———i
......................................................... ———— - -4 i
Jenis Paj is S : Uxalan Pembayaran *)
Kwe(MAP) Jak Kode Jenls uEtOI'an "rJI\h _‘.Gldnur l&a-l,yl.l‘”\..n POL-,\-' Ll-.\vl.‘.n S\J d..‘. ;-.I JOm.bC"’".

o[1[1 |7 S S (e

............................................................................................

Dim sesuai daftar pada ha!aman belakang lembar |

woran || Masa [_]Tahunan [ Final | ]STP [ }skpke [_] sKkPKBT Tahun
‘ k

.—__j tanda .nlang pada kolom yang berkenaan Diisi Tahun Pajak
Jan | Beb: | Mar | Apr | Mei | Jun ['Jul | Ags | Sep | Okt Nov | Des | setoran dimaksud
beri tanda silang pada kolort bulan uniuk s~*aran masa, final dan pem bayarar: STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan ‘
Emor Ketetapan / ! / /]
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
;FJumIah Pembayaran Yerbilang . ..Aue puluh delapan wibu tujuh ratus
iDir'.!I' deaiin pesbiayenn typiah penuk Diisi dengar, huryf I".l_{'{l&‘.h AECRT R N . SRR
Rp 2807000 m s | s
| Ruang Teraan
' Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN ;

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos darn Giro ‘?jlb Pajak / Penyetor ”

Tahggal, Wy sy o I cmbe ~ednl M) £ pinn SHRY.
B\f%‘ lan 1anda fﬂﬂgdﬂ_ —"“:\. ;ﬂ i (anga,r‘:
HASES T et g
(1' [ " 1 Targ l’-| e /
TeL z«»ﬁf.. ; i
< i DTARTC, SE
Nama Jelasl: .......... T OREE T R el el S R i

%) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halainan belakang lembar 1 :

L Tambahan Informasi :
Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek
!

LS

KP. PDIP. 5.1 - 98

10028020 Y 1230 jenii: 1’00482 Hdd YdNY YdY SOTTOLu-E
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LEMBAR

) CEPARTEMEN KEUANGAN RI. SURAT SETORAN PAJAK
2/ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Jntuk arsip WP

=87 KANTOR PELAYANAN FAJAK S S P
—
“ - 'TEI"‘l I‘R AR ERL R R

WP D EYOT Ll [ G 1 bl Bl E | . (:J diiel sesual kartu NPWP
ma WP+ . KANJOR DAHRAL. %L, PERUAL PLGAMMEML JBHBRR.cooorrrvnesssces I
i1 Bo a ‘
e T i SO o TN T W ARG A o
el AN L vy S e, .o ool G et <oenn. Kode Pos [—T B |
da Jenis Pajak Konde Jenis Setoran . Uraian Pembayaran *)

(MAP ...1.’.?1'1....2..‘_...9.-}.4 i Pegawal / Komtrak Kendn XI Jembex .. .

I —L_J | ﬁ ].3 | O] ; bulan Mavet 2001 -
'ssuﬂ{da"ﬂrpﬂdﬂ hd’aman hf‘l’ﬂkdﬂg’ﬂmnar, .................................................. rrrrrapepreesrrs e T R YR TN PN R R RN L AR LR L LA LE LS Rt bbbl bessnan .

;etoran - D Masa [ ]Tahunan D Final D STP D SKPKB D SKPKET Tahun

'nd" sliong pedu kolony ycng barxenaan
Diisi Tahun Pajak
setoran dimaksud

n | Peb | Maec | Apr Mei 1 Jun Jui—l Ags | Sep Okt Nov [Des
I HECK

el .

yitenda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang barkenaan

LmorKetetapan:L | [TJ!E_I [ 1/ 1 I/FI 3

rdsesua-' Nomor Ketotapan @ STP. SKPKB. SKPKET \
lah Pembayaran Terbilang . Empadb..juia. bige . natus. tig.. oelas. »ibu.se....
 dengan pernbavaran rupiak petiuh Dusi dengan huru! ratis S ambila fl 1 Ty b 1 <t v o I LR IT‘ ah -
431341 )1 ................................. L PR TR R

bang Teraan
olck Bank Porsepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

o —————

' Diterima meh‘LBe,qH EwsapsyKaﬂﬁr f’lo zian Giro
N
g TaNgQABARIC ey .
4 { f@nm;mnﬂ]hmnq a
S R e b . .
’ 5 Ll
lam2 Jetrs —r—mmrr o Sbsbias = SRR, - Nama Jelas : ......... R e R S e
vion pembayaran sesual daltar pada halaman belakang lamba’ 1! |
ihfoninasi : '
e ' s PP Final etas transaksl pengaliha. hak atas tanah dan bangunan dilsi nama pembell dan lokusi obyek.
e PPh Flna.'aras persewaan tanah dan bangunan diisi nama pany ‘awa dan lokasi obyek. g
‘
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.L.. ——
DIREI{TORAT JENDERAL PAJAK SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 1
KANTOR PELAYANAN PAJAK 2
Untuk arsip WP
oulfBE R '
NPWP S REEREE o|—(1] - diisi scsuai katu NFWP
. Nama WP b .i';f‘.ll’il\,:i?;...;'-'n.-.‘.'u-.:-...'z::...;'-;a.ul.h..'..Ii;.&-.*..un‘.I.r-.l‘:..‘I:LL’.Eu._-‘Tn‘.................:..‘.' ...............................
bt NP 3 b I e e ceaia e et eor - Il N RENER AN A .

Kode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran 4
(MAP) : Prh pasal 21 Gaji t'*ﬁr'*.w:.‘:. / gontrulk uw"n
N FICRIE i Apeil 2001
it et M i i el e e Bz ot Y IR S e e Wl

Setoran Masa |_|Tahunan [ ] Final E]STP [ Jskeke [] skpien Tahun

Beri tanda .IHarl ada kolom ang berkenaan ;
i e = Diisi Tahun Pajak

Jan | Peb | Mar | Apr| Mei Jun Jul | Ags | Sep | Okt | Nov [Des' setoran dimaksud

Beri tanda silanz pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

omeckestiver. + [ | QL LUl 1T 1 VI

Diisi sesuai Nomor Ketetepan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran Terbilahg  : smond

Diisi dengahn pembayaran rupiah penult . a
ol 4 PR Diist dengan huruf .L::'.Z. .lJ..'.' .............

.......................................................

Ruang Teraan
Diizra oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

" Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro . Wajib Pajakf Panyaibt
Tangge !
TECA Fentande ‘ot UNAl

| Nama Jelq Nama vela
S =
*) Diisi uraian pembayaran sesuai dajiai- pada haiaman belakang lembar I :. ‘ % :
Tambahan Informasi : ; =
-, Khusus PPh final ataz iransaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan-banguan diisi nama penyewa dan lokasi obyek - §
L
' KP PDIP 5.1- 98 : g
\H L — -—— e — - — i ——— ¥ * - e e e —— — - —— s —— —
i ; \
e 3
v A
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SURAT SETORAN PAJAI LEMBAR

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

" DEPARTEMEN KEUANGAN LI i 1

AN NAN PAJAK ‘ : i
] KANTOR PELAYA AJA ( S S P ) Untuk arsip WP

A Y
Jaaltd luan

o s 1 | -

P. .. : |—'_’.]-——-|u l l 1]-——["51 E‘I '\'J]I—-lT—l --‘ 'Jl clq diisi sesuwai kartu NPWP

WP v agdittoit Uneilagn KN X

e Vo o a0\ Ii"\ i LTL;‘-ITJI\IJI-{

lenis Pajak  Kode Jetiis Setcran Uraian Pembayaran < =
MAP) . ; 21 Gaji ./ reagausilan Peguvnl Lebup
111 |4 | 1‘ (J-' ) ¢ Kanda J\...E vhmeen el 2001
lcfdaﬂarpndu T I ks

& L) Masa [_Tahunan [_J Final L__IQTP DSKPKB [ ] skekBT Tahun

4 silang pada Aa!on yang berkenaan

Diisi Tehun

' Peb | Mar | Apr [ Maker| Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des| setoran dimaksud
:Ilangpada kalom bulan untuk setoran masa, final dan pembeyaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan & | O! o | 1

Pajak

(Ketetapan | | ol /L__]_L _Jfl_ ! ' I/l‘-}—

ul Nomor Kétetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

-

rPembayaran Terbilang . Bmpet juty enun wulus wana puiab qo- R

‘upi ch - Lang , suiun dus mupioll =
R Dt denganinry SO0 REPI dolavpan puiub dun suplch ==
L60,082, - : . =
S e A M. e o hr s 10334 ewe s ag SV smn s svRSAR AR oo o4 S VSR 4o b SN e Ui B
” 5
=
o
2]
>
!l :
: . 1 1 3 =
cleh B_cll_rllkbrﬁep&(,&amrar-&lw—q{an Giro Waiib Pajak / Peny " e -

tanggal oy e s oNAL N o (e Jund 2001
M-dnn !anda takemt o L ﬁ
AN oAl v BGRESLA 7 tanda tangan L,
(;.‘H’:‘-.«T’;G JE AL l =
TGL. &2 el "
. s ol | S sk 3
£ Jelas _J I Narma Jelas : .......... T T pes ﬁ
wlan pembavaran sesuai daftur pada halaman belckang lembar 1 o
n informasi : £
s PPh final atas tranzaksi pangalihan hak atas ‘anah dan bangunap dlisi numa pembeli dan lokasi obyck -
Wius PPY final atas perserraan tanah @an bangunan diisi numa penyewa dan lokasi obyek §
F il

¥r.5.1-98 .g
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LEMBAR 1

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I SURAT SETORAN PAJAK

(RIEI/] DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ‘
08/ KANTOR PELAYANAN PAJAK (S S P) . e
% Jaki. ) Uiy

ALAMALAT L A AARAGARS LALLM

NPWP . ; E] - DT[E o i" |() i H' e IT] o ] L‘| 2]—] diisi sesuai kartu NPWP

Nan'la WP . I UL‘-LUJ\- .-d-u-\..\u u.l. .[4-‘ Julz I)A.IJU.I Ju;,';;ﬁ;_{

------- BessesasEnnn sessssprananan B T T T T TR L L L T L L

Alamat WP ............................ ........ iy Lo en o NN ol oAb
A1 A Rl L AR N - reeneenn, Kode Pos[ 1 Y [J

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran *)
(MAP) : ; L goesul £1 Tuamwmuar paji Peguuniy ronueak .
DE HEEl T ER A A N e
Diisi sesui daftar pada halainan belakang lembar 1| ovvvsiiiiiiieiimiinissiins atssis st st ‘
Setoran : |X |Masa [ | Tahunan[ JFinal [ ]sTP | | SKPKB | | SKPKBT |  Tahun
L__Ben tanda si Ianf pada kolomn yang berkznaun __| Diisi tahun Pajuk

setaran dimaksud

Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | dun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des

Beri tunda silung pada kolom bulan untuk setoran masa, finai dan pembayaran STP. SKPXB, SKPXBT masu yang berkeraun

Nomor Ketetapan : | | |. | rl’l [ ] ]"I_I T | r]/[_‘_l

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran Terbilang . bakun juss Lice sagng niol wapdoh .e
Diist dengan pembayaran rupiah pennuh o
) Di'si aenpdit Burtif cvessssssssssssssessnsscssnsessersctsesicssacsstsransasassisnssnsases

Rp 1,500,000, =

.........................................................................................................................

Ruang Teraan
Ditcra oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Grm/Ki KN

Nama Jelas :

%) Diis1 urgian pembayaran MFMM{.{I:I.:/HMM belekang lembur | @

Tambakan Informasi ;
.Khusvs PPh final atas .ransaksi pengalihan hak atas tanah dun banganan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanoh dan bangunan djisi noma penyewa dan lokasi obyek

2

KP. PD(P. 5.1.-98

W0U2L630 Y 6900 9500743 ¥ 00°000°005" ] add HdMY Wdry S0TT0T02E 120)

o = ‘ - s

e

W
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L

DEPARTE MEN. KEUANGARNM RI, SURAT SETO N PAJAK
? B RACY VATAM LEMBAR ¢5

DIREKTORAY JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK . S S '1:) S
| Untuk Arsip Wajib Pungut

Sl R

ssssssoises : ; atau pihak lain
e Lot folola]. |9 d g. ]3] [el2] 4. vlo]|]
i dengan Noizor Pol:ok Wajl Pajak yang dim’liki
WP uwmmdr.u....n..nu;nmmuu.mxmm .............
N T N T
;Kodclcnis Pajak Kode Jenis gelorar‘. [ Uni.mPcmb ayaran
g [~ R Posul. 21, RencirAlan. Lo id/Kent Tk, .
ol 4] 3| |1 ole] | _Monds XI Perun remdeduu Jamrer salum

. ..‘Iuli "0‘)1 . y rawen snssEuy

] Masa Pajak Cahun

Peb | Mar | Apr [Mei Junl Jsdu{ Agf Sep | Okt | Nop | Des ch| Ef{ J

Diisi ta'wn terutangnye pajak

u'ldn silang puda salah watu koi koiom bulan untuk masa yang borkenuan

orKet.etapal: ';{. I l_[ l ]I u_| / LJ__[_,I \_|_l

cmﬂ' Namr Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKDT -

sh Pembayeran, Terbiiang ot At e, ek i ok b Lo el
ngen ruplah penul: “. | ;

! ‘
srima }’nrr}pngs}ran'i Wajib Pajak/Penyetor

oofagen angas -,”;,-."nu--‘w
Lt AN NG et
Ushpiganangsighgan o
CAANTS A&

G '1 AUO ¢ ﬂUm

—
——
- et

ng Validasi Kantor Penerima Pembayaran

O

suai buku geturjuk pengisian

2.01
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DEPARTEMEN KEJANGAN R.L.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAIK
KANTOR PELAYAMAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

LEMBAR El]

‘Untuk Arsip WP

.............................

....................................................

....................................................

) e
‘i‘l.l“i'lﬂ.l‘i oL 4. |1 ]-lslz2le]. [o]elr}

...........................................................................

...........................................................................

t.ode Jenis Setoran

IAF/<ode Jenis Pajek

. PP pasul 21 - Gaji Pegawal/Kerirak untuk
;_ﬁlg] 1‘;{L_ﬂ 1100 Bulan AGUSIUS 2061
Masa Pajak Tahun
. l 2| o o 1
Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jn! ok Sep | Okt | Nop | Des | ahun erutangnya pajok
Wi tarda silaag pada sclah satu kolen: bulan untk musa yang berkenaan

L LY 1)

Somor Ketetapan

| L

!L‘m secuai Nomor Ketetapan : STP, SKI'KB, SM’M T

‘Jum!ah Pembayaran
Ditsi dengan rupiah penuth

40463 .1%0 ~

Terbilang

Diterima oleh Kanter Penerima Pembayaran
71775 | RPTS————— P ¢
Cvip duni'tanda tdngan |

Wajib Paj.lkl Penyetor
Soptenher 2601

..................................

an rmm’u tangan

7 4

N2 Jehis © nreenniasosmsnnnssin sens j ...................... Nama Jclas @
i T —
‘luau" Validasi Kantor Penerima Pembayaran
l"‘am sesuati bukn petunjuk pengisian
k
}£2032.01 ‘ "
10086040 4 a2 AlOCi A LR

£
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LAMPIRAN 10

SPT 'TAHUNAN PPh/PASAL-21 |{ FORMULIR
PERHATIAN: ® BACABUKUPETUNJUK  ® IS DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK 1721
TAHUN TAKWIM
G ® BERITANDA X DALAM [1(KOTAK) YANG SESUAI | 2|0 Io |1 l
‘ DIISI OLEH DINAS
:MOTONG PAJAK 101 19091 168 1) 16128 P19 |ro ser
| DISAMPAIKAN .........
o, PERUM PEGADAIAN KANDA XI JEMEZR S SvATi SrT |__|
ODE POS ' JEMUER AR 1 3. NAK/L (F.7) ]
N/ FAX (0331) 337356
SAHA JASA GADAI o otk U
A PIMPINAN AGUS SUPRIJONO ,9E,MM 5. KODE
; »SE, o JrEe ‘ I l | I

“TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAMN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26

I BERIKUT :

JUMLAH JUMLAH PENGHASILAN “PPh PASAL 21126

GOLONGAN PEGAWAI PENERIMA BRUTO TERUTANG
PENGHASILAN (Rp) (Rp)
()] (2) (3) 4)
:GAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU
JNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THTY/ 45 Oyung 14053,390,853 40,718,830
\MINAN HARI TUA (JHT) '
IISI DARI FORMULIR 1721-A)
:GAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN
ENGHASILAN - LAINNYA/PLNERIMA -~ PENGHASILAN
ANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/
EGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI 4 Oreng 29,189 AT4 883,474
IIS! DAR] FORMULIR 1721-B)
Ovane | 1 082 45804327 | 41,602 304
UMLAH (1+2) 42 Opane Sy 5
Ph PASAL 21/PASAL 26 YANG TELAH DISETOR ...oocvmussereeisstcsessessorisssstssssesss s s sss st s sassssssssins s 30,292,332
[P PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK) cccocesvsocsomoniosorsssssisss s st s oo
0 2
UMLAH (84 5) oooioeoososesisssiesiss ossossessssastossis ottt e et st s o 30.292.332
PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG KIJRANG DISETOR (ANGKA 3KOLOM4 - ANGKA®)

- B ‘ | 11.309.972

. [ PPhPASAL 21/ PASAL 26 YANG LEBiH DISETOR (ANGKA 6 - ANGKA 3 KOLOMAFT™®.

ot T e

—

JUMLAH FADA ANGKA 7a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL ...

-

)
ey ]

RPRTTTIT Y

T e il
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LAMPIRAN 11

LAMPIRAN 1 ' FORMULIR
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 1721-A
DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA
PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUATABUNGAN TAHUN TAKWIN

L] RAR
EOL TR B AT ANERUN AL F AN

N EREERN

HARI TUA %B
1

WA PEMOTONG PAJAK

WP PEMOTONG PAJAK

PERUM PEGADAIAN KANDA X CEMBER

N i | i A I I | I R

I
AFTAR PEGAWAI T[ TAP DAN PENERIMA PENSIUNTHT YANG PENGHABILAN NETTONYA MELEBIHI PTKP

0. NAMA NPAP PENGHASILAN BRUTO PPh PASAL 71 TERUTANG
T (Rp) (Rp.)

1) (2) (3) ) (5)

1 UBS SUPRIJONO,SE, MM 07.898.6506.4-626.000 |

2 UGONDO HADISANTOSO,SE i 1

3 SUSIAM,SEAK | ’ !

4 |HARTADISH : !

6 |oJoko LEsSMONOSE g 1

8 [MUCHAMIRIN x ; |

7 DI GAMAYANTO,SE 5 | I

8 [SUTEDJO,DRS.IAM | !

g IEF HARWUANTO i i

10 [SUKIMANSE : '
11 ARIFIN.DRS 07.898.621.3-626.000
12 |SUTARTOSE = i

13 MAD SALIV TAUFIK SE . |

14 AR WIBOWO,SE !

15 US ASMONDO,SH : ¢

16  |[EKO VADJATMIFO,SE 07.896.617.1-626.000

17 [MOCH.SYAH HIDAYAT .

18 [SUPARLAN 07.898.616.5-626.000

19 | SUBUR TJAHJO 07.808.615.5-626.000

20 UL INDRIYAN1 032 - ,

21 |RUBERT IMAM SANTOS0,5H - '

22 ¢ 07.898.610.6-62%.000 |

23 07.690.614.8-828.000 3 !

2 AN ROFI1 3 :

26 [MARKODJI 07.898.612.2-626.000 |

26 |SUKARNO 07.898.611.4-626.000 |

27 NO i

28 NY ISTIANI NINGRUM : L

29 YADI,3E 07.896.613.0-623.000 ’A

30 DYK ISWANTO & -

31 ZA ANINDYA,SE a ‘

32  (INSIYAH 2 > 1

33  |RENY SUFRIANINGRUM,SC , t i | oY PO
as IK SUPRIVANTO . o WEY EugprpATRAR 1
35  |FERY EKAWATI : ¥ A T 1
36 07.698.608.8-126.000 AN s

NUR CHOIRUL MUHAIMIN

P
wo~d !

U

B e

— e gr—
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LAMPIRAN 12
LBR. 1 : UNTIUK KPP
LAMPIRAN I-A LBR.2: UNTUK PEMOTONG PAJAK
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 LBR.3: UNTUK PEGAWAI
PENGHASILAN DAN PEINGHITUNGAN PPh PASAL 21 FORMULIR
PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUNTUNJANGAN 1721 - A1
. HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT) TAHUN TAKWIM

. =4 i LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A [2To0]o] 1]
SN CERIRS A SRR ; BERI TANDA X DALAM KOTAK YANG SESUAI :
AOR URUT v 9
AA PEMOTONG PAJAK | PERUM PEGADAIAN KANDA XI JEMBER
NP PEMOTONG PAJAK . 01-001-668-1-828-001
MAT PEMOTONG PAJAK : JLN. KALIMANTAN B4 JEMBER
A PEGAWAI ATAU PENERIMA FENSIUN/THT . SUGONDO HADISANTOSO,SE

NP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT
AMAT PEGAWAI ATAU PENEIMA FENSIUN/THT
SATAN :

ATUS DAN JENIS KELAMIN

i:l moakkawn | x | L[] P

KAWIN

© JLN. KALIMANTAN B4 JEMBER
| KASI UMUM & SDN

ALAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK OTKP © KA ™

$A PEROLEHAN PENGHASILAN . JANUAR! S/D DESEMBER 2001

ICIAN PEHNGHASILAN DAN PENGHIUNGAN PPh PASAL 21 5

BAGAI EERIKUT : ' { DALAM RUPIAH )
PENGHASILAN BRUTO

JI/ PENSIUN / ThT i. | Rp 7758895

NJANGAN PPh 2. | Rrp 2889055

NJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB 3. |re 22 800 787

INORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA 4 |rp 1,865 000

EMI ASURANS! YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA 5 | Rp 1,507 282

NERIMAAN DALAM L ENTUK NATURA DAN KENIKMATAN 6. | Rp

INNYA YG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21

MLAH (4§ 8.08) 7. | Rp 46,400 819

\NTEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASPROD DAN THR Rp 3,901 426 |

JMLAH PCNGHASILAN BRUTO (7 +8) Rp__ 50,332 246

PENGURANGAN

AYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN {7 ) 10. | Rp 1,208 000

AYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN (8) 11. | Rp .- et

RAN PENSIUN, IURAN THT 12 [go ", - o (Ejuivonenah |

7 -y
A “OTRINT A
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LAMPIRAN I1

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

LAMPIRAN 13

FORMULIR

1721-B

CEVANGAN R.1
NDFRAL PAJSK

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN
PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN
PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK

LUAR NEGERI

TAHUN TAKWIM

|2 |o] o] 1]

® [AMPIRKAN FADA FORMULIR 1721

SEMOTONG PAIAK : . YERUM PEGADAIAN KANDA XI JoMEER =~~~
PEMOTONG PAJAK L P LY 19011 (668 | T | 61216) |€0]0]

\N GOLONGAN PENCRIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21/PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT ;

GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN

PENGHASILAN BRUTO
(Rp)

PENGHASILAN SEBAGAI
DASAR PENERAPAN
TARIF -

(Rp)

PPh PASAL 21 ATAU
PPh PASAL 26
TERUTANG

(Rp)

& @

(3

(4)

(5)

» PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL

*EGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN,
MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, HONORARIUM
DAN, IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH
{ONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA
[ERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA
HARI YANG DIPAKAIL SEBANYAK .. ... ORANG

PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN CALON
PEGAWAL SEBANYAK ......Y...... ORANG

PENERIMA HONORAR'UM, UANG SAKU, HADIAH
ATAU PENGHARGAAN, KOMISI {TTERMASUK YANG
DITERIMA PDL ASURANSI DAN PENJAJA BARANG
DAGANGAN YANG BUKAN PEGAWAI TETAP), BEA
SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG
JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR
BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK
MENYELESAIKAN JASA ATAU  KEGIATAN,
SEBANYAK .......... ORANG

KOMISARIS/ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG
TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAIL TETAP,
SEBANYAK ......... ORANG

SISTRIBUTOR ~ MLM/DIKECT ~ SELLING  DAN
KEGIATAN SEJEMIS LAINNYA, SEBANYAK .......
ORANG

MANTAN PEGAWALI, SEBANYAK ............ ORANG

PESERTA PROGRAIM PENSIUN, SEBANYAK .. ...
ORANG

TENAGA -AHLI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM

PETIMIINIK DEAMNATOAR AR DOL DS 48 Sl b s

29,182 474

17 4669 .474

883 474
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LAPORAN 14

DEPARTEMEN KEUANGAN R
DIREXTORAT JENDERAL PAJAK

' SPT TAHUNAN PPh PASAL H ',

LAMPIRAN

111

: Wi

.wﬂ

DAFTAR PENGHASILAN YANG DIBAYARKA

N KEPADA PENGURUS, DEWAN NOZ-@?EMGH

EE

® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

. PERUM.PEGADAIAN. KANDA-XI.JEMEER NPWP

SFERYTONGEON

-

ﬂz>z> PEMOTONG PAJAK

. PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS

BAGIAN A
No. NAMA DAN ALAMAT NPWP JABATAN oy W..
(n 2) 3) (4)
!!!IIIEEIEEITIHE B I H o L Py S = IRSETS
BAGIAN B - TENAGA AHLI
PENGHASILAN BR!

No. NAMA DAN ALAMAT NPWP JENIS KEAHLIAN (Rp)

(n (2) _ (3) 4) (5)
H H m H .._...- = l’liuuuﬂﬂl“n-uu-nu.

“Euaguuuﬂuﬂnﬁ

ottt

CATATAN :

JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI D

ENGAN BENTUK INL
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LAMPIRAN 15

6. Rekap Gajli/ Tahahan\8ebiap Pegawei

IETUN PERADATAN - LARIOR FUSAT

ul : 1
TELPIIVLASE GRJL [ THRUNAX) Iyl 2 B
———— —
Tanwa 3 IM93
Bellann ¢ BOOITITT ML JAYA LUBAGDI0NG
ey’ ¢ 0L
Pasiai o 0J0aee PR/-cf--
r
i I Tunjarcil poloasan | GaJI LREGR ralanine Gueestn |
i Wil $ILA L - PEavLAT |
poor | Usiniasen | PERSK/Janet| Puses/uonon| as-pjonel | LaTjLEnuR) ALPAJTELE] st | ... JcoL £| voen pvadin] Manjign | PR PIRJAR/LATE] G ITERI
| (1T [sin ot it [ W Juak Juonpl i Jonl friu
i ' ' ' i . ' ' ' ' ' ' ' ' '
' (] ' ' ] ' ' [ (] (] (] (]
] [} 0 ' [] ] ] [} ] ] '
FEatuaRl ' ' ' [ ' ' ' ' [} (] ] ] ] (]
i [ [ ' ' ) [ ' (] ] ] i []
] ] ' [ ' ' ' [} (] (] '
ugl [} ¢ [ ' ' ] ) \ . (] ' ] ] '
' ' ' [ [} [ [] t " ' ' (] ]
] ' ' $ \ [} ' . (]
it t ' ) | | [ [ (] ' [ ' ' ’ ’
' ] [ ' . [} (] [ (] ] (] ] '
] [ 1 " | [] ' ] i (] '
i 151,04 15,10 141,000 ' 15,451 ' (] " v 13,45 100 15,0 ] w,
L [ ' i [ ' 00,000 [ " ' 11,40} ] u
ST TY] § ] [ 1,30 ] 10 (] ] 1,4 LU
T 18,00 0 1,000 | HR LY ' i aran \ 11,00 T TR " HIRYY)
1L ' \ i : (] 00,01 ' i ' 18,408 ' n
1,000 (] ] (] 1. ] m ] ] 1, m,In
ml 131,008 13,10 147,000 ) 15,381 ' ' "L ' 191,080 " 1.8 ] mw
s ' [ ' i ' 00,000 ' 180 [ 11,403 (] i)
1,00 § ' ' 1 1 1 ' ' 11,50 ",
Ko 151,800 110 141,808 ' .81 134,05 TR ' 156,404 i 1.4 [ A L
I3 [} [} [ (] 1 (TR ' 1o ] 10,00} ] ]
J4.000 [ [} L} 1. 1 e (] (] o L,
HUTTHE 151,000 15100 141,906 | HRH [} ‘ " an ' 136,450 i} 1.8 [ M
s (] ' ¢ ' 3 300,01 (] " ' 1,4 [] I}
T ' (] | 1,00 A 10 ' ' 1, m,n
alesie ] [} (] (] ¢ ] ] ] (] ' ] ' ' '
L] ] L] L) L] b] L] L] ] ] L] ]
' (] | ) [ ' y ' ) ) [] []
THL 1 i [ ' ' ] { ] ' " ' (] [ (]
[ ' i ' ' 0 [ [ ' [ ' ' 4
' ' ' ] [ ' ' [ ] '
bEsERNEL [ ' ' ' i [} [ ] ) ] ' \ [ ]
' [ [} ' \ y (] ' ' ' ' [} [
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LAMPIRAK 16

SURAT KETERANGAN
Nomor : ..00../ Sp.4. 11004 / 2002

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama - ARIEF HARIJANTO
NIK . 060052144
Jabatan - J1. Kalimantan No. 84 Jember

Menerangkan bahwa Mahasiswa Diploma 111 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : ANITA YUNIWATI
NIM : 990903101009
Alamat - J1. Bangka V No.11 Jember

Telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Perum Pegadaian Kantor Daerah XI
Jember mulai tanggal 5 Maret 2002 sampai dengan 5 April 2002 dalam rangka

uetuk menyusun laporan akhir.

Demikian surat keterangan ini dapaf digunak: _MMBFIU&H yang

e —

bersangkutan. | A [ M -
8 | Y Myt
| A _— @'ng "f y '
Soaber, 05 Aprila0e2 7" T |
s

1

ARIEF HARIJANTO
NIK. 060052144
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